
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER-01/BC/2016 

TENTANG 

TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

  

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 

tentang Pusat Logistik Berikat, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Laksana Pusat 

Logistik Berikat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76,  Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4755); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/ 

2015 tentang Pusat Logistik Berikat; 

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/KMK.03/ 

2012 tentang Pertukaran Data Antara Direktorat 

Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

   

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 

dengan:  

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. 

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat 

lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya 

disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan 

yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan 
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untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu 

dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 

5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB 

adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah 

pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain 

dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih 

kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali.  

6. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang 

melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola 

kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB. 

7. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang 

selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan 

hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB. 

8. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB 

yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha 

yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang 

berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang 

statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. 

9. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu 

kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah 

pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai. 

10. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat 

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 

11. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat 

PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 
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12. Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya 

disingkat MPDE adalah media yang dapat menyimpan 

data elektronik seperti disket, compact disk, flash disk 

atau sejenisnya.  

13. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat 

PDE adalah alir informasi antar aplikasi dan organisasi 

secara elektronik yang terintegrasi dengan 

menggunakan standar yang disepakati bersama. 

14. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya 

disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan 

bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas 

bisnis perusahaan, pergerakan dokumen 

pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang 

bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan 

peraturan kepabeanan dan/atau cukai. 

15. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

16. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

18. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau 

Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

19. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepabeanan. 

20. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

21. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di PLB.  
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22. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas. 

   

Pasal 2 

(1) PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya 

berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. 

(2) Dalam rangka pengawasan terhadap PLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan 

pabean yang meliputi penelitian dokumen dan 

pemeriksaan fisik. 

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan secara selektif berdasarkan  manajemen 

risiko. 

(4) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB 

dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan 

dan cukai berupa: 

a. kemudahan pelayanan perizinan; 

b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional; 

dan/atau 

c. kemudahan kepabeanan dan cukai selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

(5) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean secara 

selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

kemudahan kepabeanan dan cukai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundangan-undangan yang mengatur 

mengenai manajemen risiko di TPB. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN 

 

Pasal 3 

(1) Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan 

pengusahaan PLB. 

(2) Penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara PLB yang 

berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. 

(3) Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola 

kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.  

(4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan PLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau 

lebih pengusahaan PLB. 

(5) Pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh: 

a. Pengusaha PLB; dan/atau 

b. PDPLB. 

(6) Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang 

asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat 

lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar 

daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah 

pabean. 

(7) Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha PLB dapat 

memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi penyelenggaraan 

dan/atau pengusahaan PLB dalam 1 (satu) izin 

penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB.  

(8) PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 

berbentuk badan usaha. 

(9) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) diatur dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 
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(10) Terhadap Pengusaha PLB atau PDPLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan 

pengawasan berdasarkan manajemen risiko. 

   

Pasal 4 

(1) Kegiatan menimbun barang di dalam PLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan untuk 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tanggal pemasukan ke PLB. 

(2) Jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun 

dalam hal barang yang ditimbun dalam PLB merupakan 

barang untuk keperluan: 

a. operasional minyak dan/atau gas bumi; 

b. pertambangan; 

c. industri tertentu; atau 

d. industri lainnya dengan izin Kepala Kantor Pabean 

dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang 

mendukung. 

(3) Pengusaha PLB atau PDPLB menyampaikan 

pemberitahuan perpanjangan jangka waktu timbun 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (2) 

huruf b, dan ayat (2) huruf c kepada Kepala Kantor 

Pabean. 

(4) Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c meliputi:  

a. Industri penerbangan; 

b. Industri perkapalan; 

c. Industri kereta api; 

d. Industri pertahanan keamanan; dan/atau 

e. Industri pertanian, perikanan, dan/atau 

peternakan.  

(5) Tanggal pemasukan barang ke PLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tanggal 
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pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean  

pemasukan barang ke PLB. 

   

Pasal 5 

(1) Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah pabean 

dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam 

daerah pabean di dalam PLB dapat disertai dengan 1 

(satu) atau lebih kegiatan sederhana yaitu: 

a. pengemasan atau pengemasan kembali; 

b. penyortiran; 

c. standardisasi (quality control); 

d. penggabungan (kitting),  

e. pengepakan; 

f. penyetelan; 

g. konsolidasi barang tujuan ekspor; 

h. penyediaan barang tujuan ekspor; 

i. pemasangan kembali dan/atau perbaikan; 

j. maintenance pada industri yang bersifat strategis, 

termasuk pengecatan (painting); 

k. pembauran (blending); 

l. pemberian label berbahasa Indonesia; 

m. pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda 

pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; 

n. pelelangan barang modal asal luar daerah pabean; 

o. pameran barang impor dan/atau asal tempat lain 

dalam daerah pabean; 

p. pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis 

terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan 

pembatasan impor dan/atau ekspor;  

q. pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan 

Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait dalam rangka 

impor dan/atau ekspor; dan/atau 

r. kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan 

oleh Direktur Jenderal. 
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(2) Kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bukan merupakan kegiatan pengolahan 

(manufacture) yang menghasilkan produk baru yang 

memiliki sifat, karakteristik, dan/atau fungsi yang 

berbeda dari barang asal. 

   

Pasal 6 

Di dalam 1 (satu) lokasi Pengusaha PLB atau PDPLB hanya 

dapat dilakukan penimbunan jenis barang yang memiliki 

karakteristik sejenis dan/atau untuk mendukung industri 

sejenis. 

   

Pasal 7 

Dalam 1 (satu) pengusahaan PLB yang diusahakan oleh 

Pengusaha PLB atau PDPLB harus memiliki: 

a. tujuan distribusi lebih dari 1 (satu) perusahaan; 

b.  lebih dari 1 (satu) pemasok (supplier) di luar daerah 

pabean; dan/atau 

c. tujuan distribusi barang ke luar daerah pabean. 

   

Pasal 8 

(1) Barang yang ditimbun di dalam PLB dapat dimiliki oleh: 

a. Penyelenggara PLB;  

b.  Pengusaha PLB; 

c.  PDPLB;  

d.  Pemasok (supplier) di luar daerah pabean; atau 

e. Orang atau badan selain sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. 

(2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pemilik barang di dalam daerah pabean 

dan/atau pemilik barang di luar daerah pabean. 
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BAB III 

PENDIRIAN PLB 

 

Pasal 9 

(1) Bangunan, tempat, atau kawasan yang akan menjadi 

PLB harus memenuhi persyaratan paling kurang 

sebagai berikut: 

a. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana 

pengangkut  peti kemas dan/atau sarana 

pengangkut lainnya; 

b. mempunyai batas-batas dan luas yang jelas; 

c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik atas 

barang impor dan/atau barang ekspor; 

d. mempunyai tempat untuk melakukan penimbunan, 

pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan 

pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean 

atau  tempat lain dalam daerah pabean; 

e. mempunyai tempat atau area transit untuk barang 

yang telah didaftarkan pemberitahuan pabeannya 

sebelum dilakukan pengeluaran barang, kecuali 

dalam hal calon PLB akan menimbun barang yang 

mempunyai karakteristik tertentu berupa barang 

cair, gas, atau sejenisnya; dan 

f. mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk 

melakukan setiap kegiatan sederhana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Perusahaan dan/atau orang yang bertanggungjawab 

terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak 

pidana kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak 

dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara 

PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB selama 10 

(sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani 

hukuman pidana. 
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Pasal 10 

(1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB 

dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi 

Penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada 

Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan berkas dalam bentuk softcopy berupa 

hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi yang 

ditandasahkan dalam MPDE atau media elektronik 

lainnya, berupa: 

a. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan 

telah memiliki SPI yang baik dan mengisi daftar 

isian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;  

b. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan 

telah mendayagunakan Sistem Informasi 

Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam 

pengelolaan barang pada Pusat Logistik  Berikat; 

c. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan:  

1. telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta 

Authorized Economic Operator (AEO) oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

2. terdaftar di Bursa Efek Indonesia (terbuka); 

3. Badan Usaha Milik Negara; atau 

4. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan 

paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter 

persegi), kecuali untuk jenis barang yang 

ditimbun dalam tangki penimbunan; 

d. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, 

bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-

batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian 

sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan 

merupakan tempat yang disewa dari pihak lain; 
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e. peta dan denah (layout) lokasi/tempat yang akan 

dijadikan PLB; 

f. surat izin tempat usaha, izin lokasi, atau dokumen 

sejenis; 

g. Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

h. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 

terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib 

menyerahkan SPT; 

i. dokumen lingkungan hidup berupa analisa 

mengenai dampak lingkungan, Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup (UKL/UPL), atau surat keterangan lain dari 

instansi teknis terkait; 

j. akta pendirian badan usaha dan perubahan 

terakhir beserta pengesahan dari pejabat yang 

berwenang;  

k. identitas diri penanggung jawab badan usaha 

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin 

tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang; 

l. Surat keterangan dari kantor pajak atau bukti tidak 

memiliki tunggakan Pajak; dan 

m. Profil perusahaan yang memuat informasi paling 

kurang mengenai bisnis proses yang dilakukan atau 

akan dilakukan, perkiraan investasi, jumlah tenaga 

kerja, dan detail kegiatan yang akan dilakukan di 

dalam  PLB, sesuai contoh format sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal ini.  

(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan dengan menyampaikan surat sesuai 

contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan 

penelitian kelengkapan berkas. 

(5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean 

mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon 

dengan menyebutkan alasan pengembalian. 

(6) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lengkap, Kepala Kantor Pabean: 

a. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai 

format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini dalam bentuk 

softcopy dilengkapi dengan denah, peta, dan foto 

lokasi yang telah ditandasahkan Kepala Kantor 

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; 

b. membuat rekomendasi dalam bentuk softcopy 

sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; 

dan  

c. mengirimkan softcopy berkas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), softcopy 

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf b kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima 

dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar 

data yang dikirim. 

(7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan visi, misi, 

dan business plan perusahaan kepada Direktur 

Fasilitas Kepabeanan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan penilaian; 
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(8) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri 

memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan 

manajemen risiko atas permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak softcopy 

berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf c diterima secara lengkap oleh Direktur 

Fasilitas Kepabeanan; 

(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas 

nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai 

penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara 

PLB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan 

menyampaikan surat penolakan kepada pemohon 

dengan menyebutkan alasan penolakan. 

(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui sistem komputer pelayanan 

PLB. 

   

Pasal 11 

(1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB 

dan pemberian izin Pengusaha PLB, pihak yang akan 

menjadi Pengusaha PLB mengajukan permohonan 

kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala 

Kantor Pabean yang mengawasi. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan berkas dalam bentuk softcopy berupa 

hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi yang 

ditandasahkan dalam MPDE atau media elektronik 

lainnya, berupa: 
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a. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan 

telah memiliki SPI yang baik dan mengisi daftar isian 

sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;  

b. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan 

telah mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan 

Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan 

barang pada PLB; 

c. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan:  

1. telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta 

Authorized Economic Operator (AEO) oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

2. terdaftar di Bursa Efek Indonesia (terbuka); 

3. Badan Usaha Milik Negara;  

4. menimbun jenis barang untuk mendukung:  

a) industri penerbangan; 

b) industri perkapalan; 

c) industri kereta api;  

d) industri atau keperluan infrastruktur; 

e) industri pertahanan keamanan;  

f) industri pertanian, perikanan, dan/atau 

peternakan; dan/atau 

g) industri kecil dan menengah;  

5. menimbun jenis barang berupa minyak, gas, 

dan/atau barang lain yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal untuk dapat ditimbun di PLB 

dengan pengecualian batasan luas lokasi PLB; 

atau   

6. memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan 

paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter 

persegi), kecuali untuk jenis barang yang 

ditimbun dalam tangki penimbunan; 

d. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, 

bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-
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batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian 

sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan 

merupakan tempat yang disewa dari pihak lain; 

e. peta dan denah (layout) lokasi/tempat yang akan 

dijadikan PLB; 

f. surat izin tempat usaha, izin lokasi, atau dokumen 

sejenis dipersamakan; 

g. surat izin usaha perdagangan atau dokumen sejenis 

yang dipersamakan; 

h. Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

i. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 

terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib 

menyerahkan SPT; 

j. dokumen lingkungan hidup berupa analisa 

mengenai dampak lingkungan, Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup (UKL/UPL), atau surat keterangan lain dari 

instansi teknis terkait lingkungan hidup; 

k. akta pendirian badan usaha dan perubahan yang 

terakhir beserta pengesahan dari pejabat yang 

berwenang; 

l. identitas diri penanggung jawab badan usaha 

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin 

tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang; 

m. Surat keterangan dari kantor pajak atau bukti tidak 

memiliki tunggakan Pajak; dan 

n. Profil perusahaan yang memuat informasi paling 

kurang mengenai bisnis proses yang dilakukan atau 

akan dilakukan, perkiraan investasi, detail kegiatan 

yang akan dilakukan di dalam  PLB, daftar jenis 

barang yang ditimbun, perkiraan volume 

penimbunan per tahun, daftar calon supplier, daftar 

calon buyer disertai status perusahaan industri atau 

sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja, sesuai contoh 
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format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal. 

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan 

penelitian kelengkapan berkas. 

(5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean 

mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon 

dengan menyebutkan alasan pengembalian. 

(6) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lengkap, Kepala Kantor Pabean: 

a. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai 

contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini 

dalam bentuk softcopy dilengkapi dengan denah, 

peta, dan foto lokasi yang telah ditandasahkan 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk; 

b. membuat rekomendasi dalam bentuk softcopy 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini; dan 

c. mengirimkan softcopy berkas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), softcopy 

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf b kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima 
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dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar 

data yang dikirim. 

(7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan visi, misi, 

dan business plan perusahaan kepada Direktur 

Fasilitas Kepabeanan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan penilaian. 

(8) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri 

memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan 

manajemen risiko atas permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak softcopy 

berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf c diterima secara lengkap oleh Direktur 

Fasilitas Kepabeanan; 

(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas 

nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai 

penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin 

Pengusaha PLB sesuai contoh format sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan 

menyampaikan surat penolakan kepada pemohon 

dengan menyebutkan alasan penolakan. 

(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui sistem komputer pelayanan 

PLB. 

   

Pasal 12 

(1) Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan 

menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepada 

Direktur Fasilitas Kepabeanan melalui Kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi. 
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan berkas dalam bentuk softcopy berupa 

hasil scan dari dokumen asli atau fotokopi yang 

ditandasahkan dalam MPDE atau media elektronik 

lainnya, berupa: 

a. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan 

telah memiliki SPI yang baik dan mengisi daftar isian 

sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;  

b. dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan 

telah mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan 

Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan 

barang pada PLB; 

c. fotokopi kontrak penguasaan tempat, bangunan, 

atau kawasan dengan Penyelenggara PLB; 

d. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan oleh 

PDPLB; 

e. surat izin usaha atau dokumen sejenis yang 

dipersamakan; 

f. Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

g. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 

terakhir bagi perusahaan yang wajib menyerahkan 

SPT; 

h. akta pendirian badan usaha dan perubahan yang 

terakhir beserta pengesahan dari pejabat yang 

berwenang; 

i. identitas diri penanggung jawab badan usaha 

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin 

tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang; 

j. Rekomendasi dari Penyelenggara PLB; 

k. Surat keterangan dari kantor pajak atau bukti tidak 

memiliki tunggakan Pajak; dan 
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l. Profil perusahaan yang memuat informasi paling 

kurang mengenai bisnis proses yang dilakukan atau 

akan dilakukan, jumlah tenaga kerja, detail kegiatan 

yang akan dilakukan di dalam  PLB, perkiraan 

investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, 

perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar 

calon supplier, dan daftar calon buyer disertai status 

perusahaan industri atau sejenisnya, sesuai contoh 

format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diajukan dengan menyampaikan surat sesuai 

contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan 

penelitian kelengkapan berkas. 

(5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean 

mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon 

dengan menyebutkan alasan pengembalian. 

(6) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lengkap, Kepala Kantor Pabean: 

a. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai 

contoh format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini 

dalam bentuk softcopy dilengkapi dengan denah, 

peta, dan foto lokasi yang telah ditandasahkan 

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk; 

b. membuat rekomendasi dalam bentuk softcopy 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini; dan 

c. mengirimkan softcopy berkas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), softcopy 

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf b kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 

kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima 

dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar 

data yang dikirim. 

(7) Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan visi, misi, 

dan business plan perusahaan kepada Direktur 

Fasilitas Kepabeanan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan penilaian. 

(8) Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri 

memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak softcopy berkas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diterima 

secara lengkap oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan; 

(9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas 

nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai izin 

PDPLB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan 

menyampaikan surat penolakan kepada pemohon 

dengan menyebutkan alasan penolakan. 
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(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui sistem komputer pelayanan 

PLB. 

   

Pasal 13 

Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan 

atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 

Pasal 11, dan Pasal 12 berdasarkan manajemen risiko, 

dengan mempertimbangkan:  

a. kelengkapan persyaratan fisik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9; 

b. kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;  

c. Berita Acara dan rekomendasi dari Kepala Kantor 

Pabean; 

d. pemaparan visi, misi, dan business plan perusahaan; 

e. roadmap atau rencana pengembangan industri terkait 

dari intansi teknis terkait; dan 

f. analisa dampak ekonomi (economic impact) yang 

dihasilkan dari pemberian izin PLB yang bersangkutan, 

yang dituangkan dalam score/penilaian dalam format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

   

Pasal 14 

(1) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB 

harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 

kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang 

saat akan dimulainya kegiatan PLB. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar bagi  Kepala Kantor Pabean untuk: 

a. memberikan akses kepada Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB terhadap Sistem 

Komputer Pelayanan; dan/atau 
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b. menugaskan Pejabat untuk melakukan kegiatan 

pelayanan dan/atau pengawasan. 

   

Pasal 15 

Jangka waktu izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 

dan/atau PDPLB berlaku untuk waktu yang tidak terbatas 

sampai dengan: 

a. izin usaha sudah tidak berlaku lagi; 

b. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah tidak 

berlaku lagi; dan/atau 

c. izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau 

PDPLB dicabut. 

   

BAB IV 

PERUBAHAN IZIN PLB 

 

Pasal 16 

(1) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB wajib 

mengajukan permohonan perubahan data izin 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan yang dapat 

disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan PLB. 

(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disampaikan secara manual, dalam hal: 

a. Kantor Pabean belum menerapkan Sistem Komputer 

Pelayanan PLB; 

b. penerapan Sistem Komputer Pelayanan PLB belum 

dapat dilakukan; atau 

c. keadaan kahar. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dokumen yang mendukung data yang 

dilakukan perubahan.  

(4) Dalam hal perubahan izin PLB merupakan 

penambahan lokasi PLB pada alamat yang berbeda, 

ketentuan luas lokasi tanah dan/atau bangunan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c 

angka 4, dan Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 6 tidak 

diberlakukan. 

(5) Surat permohonan secara manual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

   

Pasal 17 

(1) Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan 

persetujuan atau penolakan permohonan perubahan 

data yang diajukan melalui Sistem Komputer Pelayanan 

PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak permohonan diterima. 

(2) Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan 

persetujuan atau penolakan permohonan perubahan 

data yang diajukan menggunakan surat permohonan 

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak permohonan diterima. 

(3) Persetujuan perubahan data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

   

BAB V 

PEMASUKAN BARANG KE PLB 

 

Pasal 18 

Pemasukan barang ke PLB dapat dilakukan dari: 

a. luar Daerah Pabean; 

b. TPB lainnya;  
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c. tempat lain dalam daerah pabean; 

d. KEK;  

e. Kawasan Bebas; dan/atau 

f. Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. 

   

Pasal 19 

(1) Terhadap barang yang dimasukkan ke PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib 

dilakukan pembongkaran (stripping) dari peti kemas. 

(2) Pembongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan segera setelah barang dimasukkan 

ke PLB dengan mengacu kepada proses bisnis 

perusahaan.  

(3) Kewajiban pembongkaran (stripping) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: 

a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau 

b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean dengan mempertimbangkan profil risiko 

perusahaan. 

   

Pasal 20 

(1) Pemasukan barang dari luar daerah pabean ke PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang 

mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak 

dipungut PDRI dilakukan dengan menggunakan 

dokumen Pemberitahuan Pabean Pengeluaran Barang 

dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di PLB. 

(2)  Pemberitahuan Pabean Pengeluaran Barang dari 

Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di PLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:  

a. Penyelenggara PLB; 

b. Pengusaha PLB;  

c. PDPLB; atau 

d. Penyelenggara Pos. 
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(3)   Pemberitahuan Pabean Pengeluaran Barang dari 

Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di PLB yang 

disampaikan oleh Penyelenggara PLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a terbatas hanya untuk 

Barang Modal untuk keperluan pengusahaan di PLB 

yang bersangkutan seperti forklift, generator set, crane, 

dan sejenisnya. 

(4)  Atas perpindahan barang dari Kawasan Pabean ke PLB 

dilakukan pemasangan tanda pengaman elektronik (e-

seal). 

(5)  Dalam hal tanda pengaman elektronik (e-seal) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 

diterapkan, Kepala Kantor Pabean dapat memberikan 

persetujuan untuk penggunaan tanda pengaman 

lainnya dengan mempertimbangkan profil risiko 

perusahaan, risiko barang, dan/atau risiko lain. 

(6)  Ketentuan pemasangan tanda pengaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku 

dalam hal perpindahan barang secara nyata tidak dapat 

dilakukan pemasangan tanda pengaman seperti 

perpindahan barang melalui saluran pipa, ban berjalan 

(conveyor belt), dan sejenisnya.  

(7)  Tata cara pemasukan barang dari luar daerah pabean 

ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan peraturan Direktur Jenderal mengenai tata 

laksana pengeluaran barang dari Kawasan Pabean 

untuk ditimbun di PLB. 

   

Pasal 21 

(1) Pemasukan barang dari PLB lain atau dari TPB lain ke 

PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b 

dilakukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut 

dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat 

Penimbunan Berikat lainnya. 
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(2) Perpindahan barang dari lokasi PLB ke lokasi PLB lain 

yang masih dalam 1 (satu) izin PLB dilakukan dengan 

menggunakan dokumen pemberitahuan perpindahan 

barang antar tempat penimbunan dalam satu PLB. 

(3) Dokumen pemberitahuan perpindahan barang antar 

tempat penimbunan dalam satu PLB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(4) Atas perpindahan barang dari PLB lainnya atau dari 

TPB lainnya ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan perpindahan  barang dari lokasi PLB ke lokasi 

PLB lainnya yang masih dalam 1 (satu) izin PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

pemasangan tanda pengaman dengan tanda pengaman 

elektronik (e-seal). 

(5) Dalam hal tanda pengaman elektronik (e-seal) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 

diterapkan, Kepala Kantor Pabean dapat memberikan 

persetujuan untuk penggunaan tanda pengaman 

lainnya dengan mempertimbangkan profil risiko 

perusahaan, risiko barang, dan/atau risiko lain. 

(6) Ketentuan pemasangan tanda pengaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku 

dalam hal perpindahan barang secara nyata tidak dapat 

dilakukan pemasangan tanda pengaman seperti 

perpindahan barang melalui saluran pipa, ban berjalan 

(conveyor belt), dan sejenisnya. 

(7) Tata cara pemasukan barang dari PLB lainnya atau dari 

TPB lainnya ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(8) Tata cara perpindahan barang dari lokasi PLB ke lokasi 

PLB lainnya yang masih dalam 1 (satu) izin PLB 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini.  

   

Pasal 22 

(1) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf c hanya dapat dilakukan terhadap: 

a. barang untuk mendukung barang asal luar daerah 

pabean yang ditimbun di PLB;  

b. barang yang secara lazim dibutuhkan untuk 

mendukung kegiatan sederhana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);  

c. barang untuk tujuan ekspor dalam rangka 

konsolidasi ekspor atau penyediaan barang ekspor; 

dan/atau 

d. barang untuk tujuan khusus di tempat lain dalam 

daerah pabean. 

(2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain 

dalam daerah pabean ke TPB. 

(3) Atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB dengan tujuan ekspor, pemenuhan 

ketentuan ekspor dapat diselesaikan pada saat 

pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB. 

(4) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB dengan tujuan ekspor yang pemenuhan 

ketentuan ekspornya dilakukan pada saat pemasukan 

barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

menggunakan dokumen pemberitahuan pabean 



-29- 
 

 

pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB dengan tujuan ekspor. 

(5) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terkena pungutan bea keluar, pembayaran pungutan 

bea keluar dilakukan pada saat pemasukan barang ke 

PLB berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB dengan tujuan ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

(6) Tata cara pemasukan barang dari tempat lain dalam 

daerah pabean ke PLB dengan tujuan ekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 

peraturan Direktur Jenderal mengenai tata laksana 

pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah 

pabean ke PLB dengan tujuan ekspor. 

(7) Tata cara pemasukan barang dari tempat lain dalam 

daerah pabean ke PLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

   

Pasal 23 

Pemasukan barang dari KEK ke PLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan 

mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai KEK. 

   

Pasal 24 

(1) Pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e 

dilakukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari 

Kawasan Bebas ke TPB yang diajukan oleh Pengusaha 

yang telah mendapat izin usaha dari Badan 

Pengusahaan Kawasan Bebas. 
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(2) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sampai ke 

PLB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak barang dikeluarkan dari Kawasan 

Bebas. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi Kawasan Bebas melakukan penagihan Bea 

Masuk dan PDRI yang terutang sesuai ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. 

(4) Atas perpindahan barang dari Kawasan Bebas ke PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pemasangan tanda pengaman elektronik (e-seal). 

(5) Dalam hal tanda pengaman elektronik (e-seal) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat 

diterapkan, Kepala Kantor Pabean dapat memberikan 

persetujuan untuk penggunaan tanda pengaman 

lainnya dengan mempertimbangkan profil risiko 

perusahaan, risiko barang, dan/atau risiko lain. 

(6) Ketentuan pemasangan tanda pengaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku 

dalam hal perpindahan barang secara nyata tidak 

dapat dilakukan pemasangan tanda pengaman seperti 

perpindahan barang melalui saluran pipa, ban berjalan 

(conveyor belt), dan sejenisnya. 

(7) Tata cara pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke 

PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 
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BAB VI 

PENGELUARAN BARANG DARI PLB 

Pasal 25 

(1) Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB 

dapat dikeluarkan untuk: 

a. mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, 

KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi 

lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai 

ketentuan perundang-undangan; 

b. mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam 

daerah pabean; 

c. dimasukkan ke TPB lainnya; 

d. diekspor; 

e. mendukung kegiatan industri yang mendapat 

fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea 

Masuk, dan/atau pengembalian Bea Masuk  

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan;  

f. mendukung kegiatan industri yang mendapat 

fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;  

g. mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan 

barang-barang tertentu di dalam negeri; dan/atau 

h. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) 

di tempat lain dalam daerah pabean. 

(2) Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang 

ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk:  

a. diekspor; dan/atau 

b. tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean. 

(3) Barang-barang tertentu untuk mendukung kegiatan 

distribusi dan ketersediaan di dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu: 

a. barang keperluan industri yang tidak bisa diimpor 

langsung oleh perusahaan industri karena adanya 

ketentuan pembatasan impor, seperti bahan 

peledak untuk industri pertambangan; dan/atau 
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b. barang yang secara nyata mempengaruhi biaya 

produksi bagi industri di dalam negeri, meskipun 

peredaran barang tersebut tidak semata-mata 

untuk perusahaan industri, yaitu:  

1. bahan bakar minyak; 

2. listrik; 

3. gas;  

4. barang untuk keperluan proyek pembangunan 

infrastruktur; dan 

5. barang untuk keperluan industri 

pertambangan, minyak, dan gas.   

(4) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (1) huruf e, yaitu: 

a. operasional minyak dan/atau gas bumi; 

b. operasional pertambangan; 

c. kegiatan industri tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (4); 

d. dipamerkan; 

e. dilelang; dan/atau 

f. tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi 

bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor 

Pabean.  

 

  Pasal 26 

(1) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB 

untuk mendukung industri di Kawasan Bebas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a 

hanya dapat ditujukan kepada pengusaha yang telah 

mendapat izin usaha industri atau sejenisnya dari 

Badan Pengusahaan Kawasan Bebas. 

(2) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB 

untuk mendukung industri di Kawasan Bebas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan 
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dengan dokumen pemberitahuan impor barang dari 

PLB. 

(3) Dokumen  pemberitahuan impor barang dari PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 

pengusaha yang telah mendapat izin usaha industri 

atau sejenisnya dari Badan Pengusahaan Kawasan 

Bebas dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk. 

(4) Dalam hal barang dari PLB tidak sampai ke Kawasan 

Bebas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak barang dikeluarkan dari PLB, Kepala 

Kantor Pabean yang mengawasi PLB melakukan 

penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang sesuai 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

(5) Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah pabean 

dari PLB untuk mendukung industri di Kawasan Bebas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

  Pasal 27 

Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB 

untuk mendukung industri di KEK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

KEK. 

   

Pasal 28 

(1) Pengeluaran barang dari PLB ke luar daerah pabean 

dilakukan dengan menggunakan dokumen 

Pemberitahuan Ekspor Barang yang diajukan oleh 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB. 

(2) Atas pengeluaran barang dari PLB ke luar daerah 

pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. 
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Pasal 29 

(1) Pengeluaran barang  asal luar daerah pabean dari PLB 

ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan 

menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang 

dari PLB. 

(2) Dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

importir, yaitu pihak yang mengeluarkan barang dari 

PLB untuk diimpor untuk dipakai atau diimpor 

sementara. 

(3) Penyelenggara PLB dapat bertindak sebagai importir 

dalam rangka mengeluarkan barang modal untuk 

keperluan pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (3) yang telah dipakai lebih dari 2 

(dua) tahun di dalam PLB, dari PLB ke TLDDP untuk 

diimpor untuk dipakai. 

(4) Atas pengeluaran barang  asal luar daerah pabean dari 

PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1): 

a. dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan  

b. berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. 

(5) Tata cara pengeluaran barang asal luar daerah pabean 

dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan 

yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran 

barang impor dari PLB untuk impor untuk dipakai. 

   

Pasal 30 

(1) Pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 

dilakukan menggunakan dokumen pemberitahuan 

pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam 

daerah pabean dari TPB. 
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(2) Dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang 

asal tempat lain dalam daerah pabean dari TPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh: 

a. Penyelenggara PLB;  

b. Pengusaha PLB; atau 

c. PDPLB. 

(3) Tata cara pengeluaran barang asal tempat lain dalam 

daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah 

pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

   

BAB VII 

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG CONTOH 

 

Pasal 31 

(1) Pengusaha PLB atau PDPLB dapat memasukkan barang 

contoh yang diimpor secara khusus sebagai contoh atau 

prototype untuk pengerjaan: 

a. kegiatan sederhana di dalam PLB; dan/atau 

b. industri di tempat lain dalam daerah pabean.  

(2) Pengusaha PLB atau PDPLB dapat mengeluarkan 

barang contoh yang diimpor secara khusus sebagai 

contoh atau prototype sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk mendukung industri di dalam daerah pabean 

dengan diperlakukan sebagai impor barang contoh 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(3) Barang contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau 

untuk pengembangan produk baru; 

b. dengan jumlah, jenis, merek, model, dan tipe 

berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean; 
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c. bukan merupakan barang untuk diolah lebih lanjut 

kecuali untuk penelitian dan pengembangan 

kualitas; dan 

d. tidak untuk dipindahtangankan, dijual, atau 

dikonsumsi di tempat lain dalam daerah pabean. 

   

BAB VIII 

PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN 

 

Pasal 32 

(1) Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean 

untuk ditimbun di PLB: 

a. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 

c. tidak dipungut PDRI. 

(2) Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam 

daerah pabean ke PLB yang ditujukan untuk:  

a. ekspor dalam rangka konsolidasi ekspor atau 

penyediaan barang ekspor;  

b. tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (4); dan/atau 

c. mendukung kegiatan sederhana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). 

(3) Barang yang dimasukkan dari PLB lainnya ke PLB, 

berupa: 

a. barang asal luar daerah pabean: 

1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

2. tidak dipungut PDRI;  

3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 

4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 
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b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak 

dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

(4) Barang yang dimasukkan dari TPB selain PLB ke PLB, 

berupa:  

a. barang asal luar daerah pabean: 

1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

2. tidak dipungut PDRI;  

3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 

4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 

b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak 

dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

(5) Barang yang dimasukkan dari KEK, Kawasan Bebas, 

atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, ke 

PLB, berupa: 

a. barang asal luar daerah pabean:  

1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

2. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;  

3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 

4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas barang Mewah (PPnBM). 

b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak 

dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

(6) Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan dari 

tempat lain dalam daerah pabean oleh pihak yang 

mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan 
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ke PLB yang ditujukan untuk tujuan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4): 

a. diberikan penangguhan Bea Masuk; 

b. tidak dipungut PDRI;  

c. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 

d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM). 

(7) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)  termasuk barang 

untuk keperluan pengusahaan PLB. 

(8) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tidak termasuk: 

a. barang modal untuk konstruksi PLB;  

b. barang modal dan/atau peralatan untuk 

pembangunan dan/atau perluasan PLB;  

c. peralatan kantor; dan 

d. barang untuk dikonsumsi di PLB. 

   

Pasal 33 

(1) Barang asal luar daerah pabean yang dikeluarkan dari 

PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan 

tujuan diimpor untuk dipakai: 

a. dilunasi Bea Masuk; 

b. dipungut PDRI; dan/atau 

c. dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai. 

(2) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean yang 

dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam daerah 

pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan impor untuk dipakai yang menjadi objek 

pemungutan PDRI, dan tidak dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

penyerahan dalam negeri (PPnBM). 
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(3)  Barang asal luar daerah pabean yang dikeluarkan dari 

PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan 

tujuan kepada pihak yang mendapat fasilitas 

kepabeanan dan/atau perpajakan diberikan fasilitas 

kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

(4)  Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang 

dikeluarkan kembali dari PLB ke tempat lain dalam 

daerah pabean diberlakukan ketentuan perpajakan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

   

BAB IX 

TARIF DAN NILAI PABEAN 

 

Pasal 34 

(1) Pengeluaran barang asal luar daerah pabean dari PLB 

ke tempat lain dalam daerah pabean dikenakan Bea 

Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, yang dihitung dengan 

ketentuan: 

a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:  

1. nilai pabean berdasarkan nilai transaksi pada 

saat pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain 

dalam daerah pabean;  

2. klasifikasi yang berlaku atas barang pada saat 

pengeluaran dari PLB ke tempat lain dalam 

daerah pabean; dan  

3. pembebanan yang berlaku pada saat 

pemberitahuan pabean impor didaftarkan; 

b. Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; 

dan/atau 

c. PDRI berdasarkan: 

1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor 

didaftarkan; dan 

2. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor 

dikeluarkan dari PLB. 
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(2) Nilai transaksi sebagai dasar nilai pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan: 

a. harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya 

dibayar oleh pembeli  di tempat lain dalam daerah 

pabean kepada penjual di luar daerah pabean atau 

kepada pemilik barang, dalam hal barang yang 

ditimbun di PLB bukan milik Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB; atau 

b. harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya 

dibayar oleh pembeli  di tempat lain dalam daerah 

pabean kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 

atau PDPLB, dalam hal barang yang ditimbun di PLB 

milik Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB. 

(3) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c angka 2 diperoleh dari penjumlahan nilai pabean 

pada saat dikeluarkan dari PLB ditambah Bea Masuk 

dan/atau Cukai. 

(4) Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) untuk 

menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai 

dengan ketentuan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang impor untuk dipakai. 

   

Pasal 35 

(1) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari PLB ke tempat 

lain dalam daerah pabean mengandung kandungan 

barang impor dan barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean hasil dari kegiatan sederhana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bea Masuk dan PDRI 

dihitung berdasarkan persentase kandungan barang 

impor yang terkandung pada barang campuran 

dimaksud.  
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(2) Persentase kandungan barang impor yang terkandung 

pada barang campuran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dihitung dari nilai barang. 

(3) Atas barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang 

terkandung pada barang campuran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan kembali ke 

tempat lain dalam daerah pabean dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai ketentuan 

perpajakan yang berlaku berdasarkan persentase 

kandungan barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean tersebut. 

   

Pasal 36 

Pengeluaran barang sisa dari kegiatan sederhana di PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa 

waste/scrap ke tempat lain dalam daerah pabean: 

a. dikenakan bea masuk sebesar: 

1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif 

bea masuk umum (Most Favoured Nation) 

waste/scrap 5% (lima persen) atau lebih; atau 

2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif 

bea masuk umum (Most Favoured Nation) 

waste/scrap kurang dari 5% (lima persen); dan 

b. dikenakan PDRI yang dihitung berdasarkan harga jual. 

   

Pasal 37 

(1) Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan 

ketentuan impor yang berlaku, Pejabat melakukan 

penelitian terhadap tarif dan nilai pabean berdasarkan 

manajemen risiko. 

(2) Tata cara penelitian tarif dan nilai pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang 

mengatur mengenai  tarif dan/atau nilai pabean. 
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BAB X 

PEMUSNAHAN BARANG 

 

Pasal 38 

(1) Pengusaha PLB atau PDPLB dapat melakukan 

pemusnahan atas barang-barang yang busuk dan/atau 

kadaluwarsa. 

(2) Untuk melakukan pemusnahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pengusaha PLB atau PDPLB 

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan daftar 

rincian barang yang akan dimusnahkan dengan 

mencantumkan dokumen pemasukan. 

(3) Pengusaha PLB atau PDPLB harus menyebutkan 

alasan pemusnahan, cara pemusnahan, dan lokasi 

pemusnahan di dalam permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean melakukan 

penelitian dan memberikan persetujuan atau 

penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja terhitung sejak permohonan diterima secara 

lengkap. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan 

surat persetujuan. 

(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan 

surat penolakan dengan menyebutkan alasan 

penolakan. 
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Pasal 39 

(1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 dilakukan dibawah pengawasan 

Petugas Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara 

pemusnahan. 

(2) Dalam hal pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan di luar lokasi PLB yang 

bersangkutan, atas pengeluaran barang yang akan 

dimusnahkan ke lokasi pemusnahan dilakukan 

pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai. 

   

BAB XI 

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN 

 

Pasal 40 

Penyelenggara PLB wajib: 

a. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan 

tanggal izin sebagai Penyelenggara PLB pada tempat 

yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; 

b. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang 

layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan 

fungsi pelayanan dan pengawasan; 

c. menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang 

dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti forklift, 

timbangan digital, atau alat sejenisnya; 

d. menyediakan sarana dan prasarana untuk 

penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik 

untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh 

Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran 

Data Elektronik (PDE); 

e. mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis 

Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada 

PLB; 

f. melakukan pencatatan secara realtime dan online pada 

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 
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Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari 

dan ke PLB; 

g. memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa 

diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online 

serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) 

hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran 

mengenai pemasukan dan pengeluaran barang; 

h. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 

i. mengajukan perubahan (update) data dalam  hal 

terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB; 

j. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh 

kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka 

pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai; dan 

k. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. 

   

Pasal 41 

Pengusaha PLB dan PDPLB wajib: 

a.  memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan 

tanggal izin sebagai Pengusaha PLB atau PDPLB pada 

tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum; 

b.  mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis 

Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada 

PLB; 

c.  menyediakan sarana dan prasarana untuk 

penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik 

untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh 

Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran 

Data Elektronik (PDE); 

d.  melakukan pencatatan secara realtime dan online pada 

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 

Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari 
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dan ke PLB; 

e.  memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa 

diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online 

serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) 

hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran 

mengenai pemasukan dan pengeluaran barang; 

f.  memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

(NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa 

Barang Kena Cukai (BKC); 

g.  melakukan pencacahan (stock opname) terhadap 

barang-barang yang ditimbun di PLB, bersama dengan 

Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang 

mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan 

(stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; 

h.  menyimpan dan menatausahakan barang yang 

ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat 

diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan 

pengeluaran sediaan barang secara sistematis secara 

elektronik, serta posisinya apabila dilakukan 

pencacahan (stock opname); 

i.  menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan 

catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; 

j.  menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;  

k.  mengajukan perubahan (update) data dalam  hal 

terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB; 

l.  memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh 

kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka 

pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai; dan 

m. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. 
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Pasal 42 

(1) Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT 

Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

huruf e dan Pasal 41 huruf b paling kurang memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. dipergunakan untuk melakukan pencatatan: 

1. pemasukan barang; 

2. pengeluaran barang; 

3. penyesuaian (adjustment); dan 

4. hasil pencacahan (stock opname); 

secara kontinu dan realtime di PLB yang 

bersangkutan. 

b. harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan laporan berupa: 

1. laporan pemasukan barang per dokumen pabean 

dengan menampilkan data paling kurang: 

a)  Jenis, nomor, serta tanggal dokumen pabean 

pemasukan barang; 

b) Nomor dan tanggal bukti penerimaan barang 

di perusahaan;  

c) Nama pemasok atau pengirim barang; 

d) Nama pemilik barang; 

e)  Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 

barang; dan 

f) Nilai barang.  

2. laporan pengeluaran barang per dokumen 

pabean dengan menampilkan data paling kurang: 

a)  Jenis, nomor, serta tanggal dokumen pabean 

pengeluaran barang; 

b) Nomor dan tanggal bukti pengeluaran barang 

di perusahaan;  

c) Nama pembeli atau penerima barang; 

d) Nama pemilik barang; 
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e)  Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 

barang; dan 

f) Nilai barang. 

3. laporan pertanggungjawaban mutasi barang 

dengan menampilkan data paling kurang: 

a)  Kode barang, jumlah, satuan, dan nama 

barang; 

b) Jumlah Saldo awal;  

c) Jumlah Pemasukan; 

d) Jumlah Pengeluaran;  

e) Penyesuaian (Adjusment); 

f) Saldo Akhir; 

g)  Hasil pencacahan (stock opname); 

h) Selisih; dan  

i) Keterangan.    

c. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran 

kegiatan pengguna; 

d. harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean 

dan dari Kantor Pajak serta memberikan data yang 

terkini (realtime) ketika diakses oleh Pejabat Bea dan 

Cukai dan Pejabat Pajak; 

e. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

memiliki akses khusus (authorized access);  

f. perubahan pencatatan dan/atau perubahan data 

hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan 

kewenangannya; dan 

g. harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan 

dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data 

jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean. 

(2) Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat 

dilakukan oleh Kantor Pabean sebatas: 

a. membaca laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan 
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Cukai yang secara khusus diberikan hak akses oleh 

Pengusaha PLB atau PDPLB; dan 

b. mengunduh (download) data laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh 

Pejabat Bea dan Cukai. 

   

Pasal 43 

Ruangan, sarana kerja, bagi Petugas Bea dan Cukai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c paling 

kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas 

pengeluaran dan pemasukan barang; 

b. sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang 

pelaksanaan pekerjaan; dan 

c. adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan 

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 

Inventory) Perusahaan dan adanya jaringan komunikasi 

(internet). 

   

Pasal 44 

(1) Sebelum melakukan pencacahan (stock opname) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, 

Pengusaha PLB atau PDPLB harus menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Pabean. 

(2) Pengawasan dari Kantor Pabean sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan manajemen risiko. 

(3) Pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuatkan berita acara sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini dan ditandatangani 

oleh Pengusaha PLB atau PDPLB bersama dengan 

Pejabat Bea dan Cukai. 
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(4) Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala 

Kantor Pabean dengan mencantumkan hasil 

pencacahan (stock opname) pada kolom yang telah 

disediakan. 

(5) Hasil pencacahan (stock opname) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  menjadi dasar perhitungan 

persediaan barang PLB selanjutnya. 

   

Pasal 45 

(1) Penyelenggara PLB bertanggung jawab terhadap:  

a. Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang 

atas barang yang dimasukkan dari luar daerah 

pabean untuk keperluan penyelenggaraan PLB yang 

berada atau seharusnya berada di PLB; dan  

b. Cukai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas 

barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam 

daerah pabean untuk keperluan penyelenggaraan 

PLB yang berada atau seharusnya berada di PLB. 

(2) Pengusaha PLB atau PDPLB bertanggung jawab 

terhadap:  

a. Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang 

atas barang yang dimasukkan dari luar daerah 

pabean yang berada atau seharusnya berada di PLB; 

dan  

b. Cukai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas 

barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam 

daerah pabean yang berada atau seharusnya berada 

di PLB. 
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(3) Dalam hal PDPLB tidak dapat mempertanggung 

jawabkan Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan/atau Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

karena PDPLB tidak ditemukan, Penyelenggara PLB 

harus bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, 

PDRI, dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas barang yang 

berada atau seharusnya berada di PLB. 

(4) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

dibebaskan dari tanggung jawab atas Bea Masuk, 

Cukai, dan/atau PDRI yang terutang, dalam hal barang:  

a. musnah tanpa sengaja; 

b. diekspor dan/atau diekspor kembali; 

c. diimpor untuk dipakai dengan diselesaikan kewajiban 

pabean, cukai, dan perpajakan; 

d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya; 

e. dikeluarkan ke Kawasan Bebas; 

f. dikeluarkan ke KEK; 

g. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean; 

dan/atau 

h. dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan 

Cukai. 

(5) Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (3), 

Penyelenggara PLB harus membuat surat pernyataan 

mengenai kesanggupan untuk mempertanggung-

jawabkan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang di 

PLB. 

(6) Pertanggungjawaban Cukai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur mengenai cukai. 
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Pasal 46 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB, 

dilarang: 

a. memasukkan barang untuk ditimbun di PLB selain:  

1. barang untuk tujuan pengeluaran yang 

diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25;  

 

2. barang untuk keperluan pengusahaan PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) 

dan/atau barang modal dan peralatan kantor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8); 

dan/atau 

3. barang contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31. 

b. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor 

atau diekspor; dan/atau 

c. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda 

dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB. 

   

BAB XII 

PEMBERITAHUAN PABEAN 

 

Pasal 47 

(1) Penyampaian:  

a. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 

Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 

24 ayat (1);  

b. pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari 

PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), 

Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1); 

dan/atau  

c. pemberitahuan perpindahan barang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),  



-52- 
 

 

harus dilakukan melalui sistem Pertukaran Data 

Elektronik (PDE). 

(2) Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan secara manual, dalam hal: 

 

a. Kantor Pabean belum menerapkan ketentuan sistem 

Pertukaran Data Elektronik (PDE); 

b. penerapan Pertukaran Data Elektronik (PDE) belum 

dapat dilakukan; atau 

c. kondisi kahar. 

   

Pasal 48 

(1) Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diajukan untuk 

setiap transaksi pengeluaran barang. 

(2) Pemberitahuan Pabean dan/atau pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat 

disampaikan secara berkala atau periodik untuk:  

a. barang yang dimasukkan atau dikeluarkan 

menggunakan saluran pipa, jaringan transmisi, ban 

berjalan (conveyor belt), dan sejenisnya; dan/atau 

b. pemasukan dan pengeluaran barang dengan volume 

yang tinggi dan memerlukan kecepatan pelayanan. 

(3) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan dengan menggunakan dokumen 

pelengkap pabean dan mempertaruhkan jaminan. 

(4) Untuk dapat menyampaikan pemberitahuan pabean 

dan/atau pemberitahuan secara berkala atau periodik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian 

pemberitahuan pabean dan/atau pemberitahuan 

setelah pengeluaran barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Peyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB harus mengajukan permohonan kepada Kepala 

Kantor Pabean. 
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(5) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau 

penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja. 

   

Pasal 49 

Terhadap pengangkutan atas Barang Kena Cukai ke dan 

dari PLB, berlaku ketentuan yang mengatur mengenai  

Cukai. 

   

BAB XIII  

KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR EKSPOR 

DAN SURAT KETERANGAN ASAL 

 

Pasal 50 

(1) Pemasukan barang asal luar daerah pabean ke PLB 

belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang 

impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor 

dipenuhi pada saat pengeluaran barang dari PLB ke 

tempat lain dalam daerah pabean untuk diimpor untuk 

dipakai. 

(3) Dalam hal pemenuhan ketentuan pembatasan di 

bidang impor telah dipenuhi pada saat pemasukan 

barang ke PLB, pada saat pengeluarannya tidak 

diperlukan kembali pemenuhan ketentuan pembatasan 

di bidang impor.  

(4) Pemenuhan ketentuan pembatasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan untuk 

pengeluaran barang secara parsial dari PLB ke tempat 

lain dalam daerah pabean dengan menggunakan 

pemotongan kuota. 

(5) Pemenuhan ketentuan pembatasan atas barang yang 

akan dikeluarkan dari PLB dapat dilakukan oleh: 
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a. Penyelenggara PLB;  

b. Pengusaha PLB; 

c. PDPLB; atau 

d. badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai pihak yang 

mengeluarkan barang dari PLB,  

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

   

Pasal 51 

(1) Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh 

negara asal barang di luar negeri dapat diberlakukan 

pada saat  pemasukan barang ke PLB. 

(2) Atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberlakukan tarif bea masuk sesuai skema preferential 

tariff pada saat dikeluarkan dari PLB ke tempat lain 

dalam daerah pabean. 

(3) Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam 

daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan 

pemotongan kuota. 

(4) Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh: 

a. Penyelenggara PLB; 

b. Pengusaha PLB; 

c. PDPLB; atau  

d. badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c. 

   

Pasal 52 

Dalam hal barang asal luar daerah pabean yang akan 

dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean 

terdiri dari barang yang terdapat SKA dan barang yang tidak 

terdapat SKA, skema preferential tariff sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dihitung secara 

proporsional berdasarkan persentase nilai barang. 
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BAB XIV 

PENGAWASAN 

 

Pasal 53 

(1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala 

Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan 

PDPLB yang berada dalam pengawasannya. 

(2) Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 

dilakukan melalui analisa dari akses terhadap sistem IT 

Inventory dan CCTV PLB serta data pada sistem 

komputer pelayanan dokumen pemberitahuan pabean; 

(3) Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil analisa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

Kantor Wilayah paling kurang 1 (satu) bulan sekali 

melalui sistem komputer atau melalui media elektronik. 

(4) Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui analisa 

terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala Kantor 

Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil analisa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur 

Fasilitas Kepabeanan paling kurang 1 (satu) tahun 

sekali melalui sistem komputer atau melalui media 

elektronik sebagai salah satu bahan kegiatan evaluasi. 

   

Pasal 54 

(1) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala 

Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat 

melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB. 

(2) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan 
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Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB atas 

pelaksanaan ketentuan yang berlaku, meliputi:  

a. kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang 

yang diberitahukan; 

b. kebenaran tarif dan nilai pabean yang 

diberitahukan;  

c. pemenuhan kewajiban serta larangan;  

d. pemenuhan ketentuan pembatasan impor; 

dan/atau 

e. kesesuaian pencatatan pemasukan, pengeluaran, 

dan penimbunan barang dalam sistem IT Inventory. 

   

Pasal 55 

(1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan 

kepabeanan dan cukai atas pemasukan dan/atau 

pengeluaran barang ke dan/atau dari PLB, Kepala 

Kantor Pabean harus melakukan penelitian secara 

mendalam. 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang 

bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus 

segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan 

yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan 

cukai, bukti permulaan tersebut harus segera 

ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

(4) Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

terbukti melakukan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan cukai yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan 

warga negara asing, Direktur Jenderal atau Pejabat 
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yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada 

instansi yang berwenang menangani bidang 

keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

  BAB XV 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 56 

(1) Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang 

ditunjuk melakukan kegiatan monitoring terhadap 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, 

secara periodik berdasarkan manajemen risiko paling 

kurang 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan pada 

setiap akhir tahun buku. 

(2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:  

a. kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan 

kegiatan operasional PLB; dan 

b. perkembangan bisnis atau profil perusahaan tahun 

terakhir, yang memuat paling kurang: 

1. jumlah nilai investasi dibandingkan dengan 

perkiraan investasi awal atau investasi tahun 

sebelumnya; 

2. jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan 

perkiraan tenaga kerja awal atau tenaga kerja 

tahun sebelumnya; 

3. nilai dan volume impor dibandingkan dengan 

perkiraan awal atau tahun sebelumnya; 

4. nilai dan volume ekspor dibandingkan dengan 

perkiraan awal atau tahun sebelumnya;  

5. data perpajakan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya; 

6. daftar jenis barang yang ditimbun dan volume 

penimbunan dibandingkan dengan perkiraan 

awal atau tahun sebelumnya; dan 
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7. daftar pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) 

dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun 

sebelumnya. 

   

Pasal 57 

Dalam hal atas pelaksanaan: 

a. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; 

b. pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54;  

c. pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56; dan/atau  

d. hasil audit kepabeanan dan/atau cukai, 

ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan 

dan/atau cukai, atas pelanggaran dimaksud dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

   

Pasal 58 

(1) Direktur Fasilitas Kepabeanan atau pejabat yang 

ditunjuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap:  

a. izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB yang telah diberikan; dan 

b. ketentuan mengenai PLB.  

(2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan untuk menguji apakah izin 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang 

telah diberikan kepada perusahaan tepat sasaran dan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan untuk menguji apakah ketentuan 

mengenai PLB:  

a. sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan 

pemerintah; 

b. dapat dilaksanakan di lapangan; dan 
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c. telah mengakomodir perkembangan bisnis proses 

perdagangan dan perindustrian. 

(4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali yang 

dilakukan pada setiap akhir tahun buku berdasarkan 

hasil kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 dan data pendukung lainnya. 

(5) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. 

   

BAB XVI 

SELISIH BARANG 

 

Pasal 59 

(1) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih 

atas pemberitahuan pabean pemasukan barang ke 

PLB, penanganan atas selisih kurang atau selisih lebih 

dimaksud diatur dengan peraturan Direktur Jenderal 

tentang tata laksana pengeluaran barang impor dari 

kawasan pabean untuk ditimbun di PLB. 

(2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih 

atas pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari 

PLB, penanganan atas selisih kurang atau selisih lebih 

dimaksud diatur dengan peraturan Direktur Jenderal 

tentang tata laksana pengeluaran barang impor dari 

PLB untuk diimpor untuk dipakai. 

(3) Dalam hal terdapat selisih kurang atau selisih lebih 

atas barang yang ada atau seharusnya berada di PLB, 

yang:   

a. ditemukan pada saat pelaksanaan pencacahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;  

b. ditemukan pada saat pelaksanaan audit 

kepabeanan dan cukai; dan/atau 



-60- 
 

 

c. diketahui oleh Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB 

atau PDPLB yang disampaikan sebelum dilakukan 

pemeriksaan pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai,  

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Audit melakukan 

penelitian mengenai selisih dimaksud. 

(4) Dalam hal hasil penelitian kepala Kantor Pabean atau 

Pejabat Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menemukan bahwa selisih kurang tersebut:  

a. dikarenakan musnah tanpa sengaja, atas selisih 

tersebut:   

1. tidak dipungut bea masuk, cukai, dan PDRI; 

dan  

2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT 

Inventory. 

b. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara 

PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih 

kurang tersebut bukan karena kelalaian, bukan 

karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan 

adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih 

tersebut: 

1. ditagih bea masuk, cukai, dan PDRI tanpa 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda; 

dan 

2. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT 

Inventory. 

c. tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, 

yaitu selisih kurang tersebut karena kelalaian, 

bukan karena kesengajaan, dan tidak terdapat 

dugaan adanya tindak pidana kepabeanan, atas 

selisih tersebut: 

1. ditagih bea masuk dan PDRI serta dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sesuai 

ketentuan perundang-undangan;  
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2. terhadap barang kena cukai dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sesuai ketentuan 

yang mengatur mengenai cukai; dan 

3. dilakukan penyesuaian pencatatan dalam IT 

Inventory. 

d. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya 

tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan 

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

(5) Dalam hal hasil penelitian kepala Kantor Pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menemukan 

bahwa selisih lebih tersebut:  

a. dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara 

PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, yaitu selisih 

lebih tersebut bukan karena kelalaian, bukan 

karena kesengajaan, dan tidak terdapat dugaan 

adanya tindak pidana kepabeanan, atas selisih lebih 

tersebut dilakukan penyesuaian pencatatan dalam 

IT Inventory; atau 

b. karena kesengajaan serta terdapat dugaan adanya 

tindak pidana kepabeanan, dilakukan penanganan 

lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

(6) Musnah tanpa sengaja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) meliputi selisih kurang yang terjadi akibat 

penguapan, penyusutan karena perubahan suhu,  

kelembaban udara, dan/atau sejenisnya.  

   

BAB XVII 

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN PLB 

 

Pasal 60 

(1) Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara 

PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB dibekukan 
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dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB:  

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 40, dan/atau Pasal 

41;  

b. melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46; 

c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin 

yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang 

cukup, antara lain berupa: 

1. memasukkan barang untuk ditimbun yang tidak 

sesuai dengan izin PLB; 

2. memasukkan barang yang dilarang untuk 

diimpor dan/atau untuk diekspor; dan/atau  

3. mengeluarkan barang kepada badan yang tidak 

tercantum dalam izin PLB; 

d. menunjukkan ketidakmampuan dalam 

mengusahakan PLB, antara lain berupa: 

1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam 

kegiatannya; 

2. tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan 

dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka waktu 

6 (enam) bulan berturut-turut;  

3. tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai 

dalam jangka waktu yang ditentukan; 

4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi 

terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 

atau PDPLB; atau 

5. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan 

dalam izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, 

atau PDPLB. 

(2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi 
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atas nama Direktur Jenderal dengan surat sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi 

memberitahukan pembekuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 

dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. 

(4) Surat pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB yang bersangkutan. 

(5) Terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB yang izinnya dibekukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2):  

a. dilarang memasukkan barang ke PLB; 

b. masih diperbolehkan melakukan kegiatan di dalam 

PLB; dan 

c. masih diperbolehkan mengeluarkan barang dari 

PLB. 

   

Pasal 61 

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 dapat diberlakukan kembali dalam hal Penyelenggara 

PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB: 

a. telah melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 40, dan Pasal 41; 

b. tidak terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; 

c. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang 

dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 60 ayat (1) huruf c; atau 

d. telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau 

mengusahakan PLB. 
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Pasal 62 

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

60 dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB: 

a. telah terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang 

dari izin yang diberikan; 

b. tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan 

dan/atau pengusahaan PLB berdasarkan rekomendasi 

dari hasil audit Pejabat Bea dan Cukai; atau 

c. telah terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. 

   

Pasal 63 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB tidak 

diperbolehkan untuk melakukan pemasukan dan/atau 

pengeluaran barang ke dan dari PLB terhitung sejak: 

a. tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan izin usaha 

diberlakukan kembali atau diperpanjang; dan/atau 

b. tidak berlakunya bukti kepemilikan atau penguasaan 

lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 

sampai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan 

lokasi diperpanjang. 

  
 

Pasal 64 

(1) Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara 

PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB dilakukan 

pencabutan dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha 

PLB, atau PDPLB: 

a. tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan 

dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka waktu 12 

(dua belas) bulan secara berturut-turut;  

b. tidak mendapatkan pemberlakuan kembali atau 

perpanjangan izin usaha dan/atau bukti 

kepemilikan atau penguasaan lokasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63 dalam jangka waktu 30 



-65- 
 

 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tidak berlakunya 

izin usaha dan/atau bukti kepemilikan atau 

penguasaan lokasi; 

c. bertindak tidak jujur dalam usahanya antara lain 

berupa menyalahgunakan fasilitas PLB dan 

melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan 

dan/atau cukai; 

d. dinyatakan pailit; dan/atau 

e. mengajukan permohonan pencabutan. 

(2) Pencabutan penetapan tempat sebagai PLB dan izin 

Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 

PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi memberikan 

rekomendasi pencabutan penetapan tempat sebagai 

PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, 

atau izin PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan 

menyampaikan informasi tambahan berupa: 

a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dan penyelesaiannya dalam hal sudah pernah 

diaudit; 

b. rekam jejak (past performance) Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB dan data pelanggaran 

apabila yang bersangkutan pernah melakukan 

pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai 

beserta penyelesaiannya; dan 

c. pungutan negara yang masih terutang oleh 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

yang bersangkutan. 

(4) Sebelum dilakukan pencabutan izin, berdasarkan 

manajemen risiko terhadap Penyelenggara PLB, 
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Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat dilakukan audit 

kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan 

sederhana. 

(5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilaksanakan berdasarkan data pencacahan 

(stock opname) dibandingkan dengan data pada IT 

Inventory perusahaan dan data dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan dan pengeluaran 

barang di Kantor Pabean. 

   

Pasal 65 

(1) Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin 

Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin 

PDPLB dicabut sebagaimana dimasud dalam Pasal 64, 

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB 

harus: 

a. melunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang 

terutang, baik berupa utang yang berasal dari hasil 

temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena 

pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam 

daerah pabean; 

b. mengekspor kembali barang yang masih ada di PLB; 

atau 

c. memindahkan barang yang masih ada di PLB ke PLB 

lain, 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal pencabutan izin. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terlampaui, atas barang yang berada di PLB 

dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. 

(3) Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin 

Penyelenggara PLB dicabut, PDPLB yang berada di 

lokasi Penyelenggara PLB dapat mengajukan: 

a. permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara PLB 

lain kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang 
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ditunjuk, dengan terlebih dahulu mendapat 

rekomendasi dari Penyelenggara PLB lain tersebut; 

atau 

b. permohonan menjadi Pengusaha PLB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 di lokasi Penyelenggara 

PLB yang telah dicabut izinnya. 

   

BAB XVIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 66 

(1) Dalam hal izin PLB diberikan terhadap lokasi yang 

sebelumnya telah ada barang di dalamnya, atas seluruh 

barang tersebut harus dilakukan pencacahan (stock 

opname) oleh Kantor Pabean dan dapat diperlakukan 

menjadi saldo awal PLB. 

(2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, 

dapat diperlakukan sebagai saldo awal PLB dengan 

mendapatkan penangguhan bea masuk. 

(3) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang telah dilunasi bea masuk, dapat diperlakukan 

sebagai saldo awal PLB dan dianggap sebagai barang 

dari tempat lain dalam daerah pabean. 

   

Pasal 67 

(1) Dalam hal barang yang ditimbun oleh Pengusaha PLB 

atau PDPLB melewati jangka waktu penimbunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, barang tersebut 

harus: 

a. diekspor kembali 

b. dikeluarkan ke TPB lain;  

c. dikeluarkan ke Kawasan Bebas; 

d. dikeluarkan ke KEK; atau 

e. dikeluarkan ke kawasan ekonomi lainnya yang 
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ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan 

perundang-undangan 

(2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan barang asal luar daerah pabean, selain 

penyelesaian dengan ayat (1) huruf a sampai dengan 

huruf e dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah 

pabean dengan dilunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau 

PDRI setelah memenuhi ketentuan perundang-

undangan di bidang impor. 

(3) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan barang asal luar daerah pabean yang 

mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan 

yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah 

pabean atau TPB lainnya, selain penyelesaian pada ayat 

(1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dikeluarkan 

dari PLB dengan diselesaikan kewajiban kepabeanan 

dan/atau perpajakan sesuai dengan skema fasilitas 

kepabeanan dan/atau perpajakan dimaksud. 

(4) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan barang asal tempat lain dalam daerah 

pabean, selain penyelesaian dengan ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf e dapat dikeluarkan kembali ke 

tempat lain dalam daerah pabean dengan 

menyelesaikan kewajiban perpajakannya. 

(5) Dalam hal Pengusaha PLB atau PDPLB tidak 

melakukan penyelesaian barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) 

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak jangka waktu penimbunan  terlewati, 

Pengusaha PLB atau PDPLB yang bersangkutan 

dibekukan sampai dengan dilakukan penyelesaian atas 

barang dimaksud. 
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(6) Barang untuk keperluan pengusahaan PLB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dan 

Pasal 32 ayat (8)  dikecualikan dari ketentuan jangka 

waktu penimbunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4. 

   

 

Pasal 68 

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari PLB dan telah 

diajukan dokumen pemberitahuan pabean atau 

dokumen pemberitahuan, harus diletakkan pada 

tempat tertentu (area transit) yang telah ditetapkan dan 

dapat dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan 

manajemen risiko. 

(2) Terhadap barang yang mempunyai karakteristik 

tertentu antara lain berupa cairan, gas dan sejenisnya, 

dikecualikan dari ketentuan meletakkan pada tempat 

tertentu (area transit) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) Barang yang telah mendapat persetujuan pengeluaran 

barang dari Pejabat atau Sistem Komputer Pelayanan 

PLB, harus dikeluarkan dari PLB dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan pengeluaran barang. 

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) terlampaui, terhadap pengajuan dokumen 

Pemberitahuan Pabean berikutnya yang diajukan oleh 

pihak yang telah mendapat persetujuan pengeluaran 

barang tidak dapat dilayani. 

   

Pasal 69 

(1) Terhadap barang yang mendapat fasilitas pembebasan 

bea masuk untuk operasi kegiatan usaha hulu minyak 

dan gas bumi (master list) yang termasuk dalam barang 

yang mendapatkan cost recovery  yang berdasarkan 
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ketentuan perundang-undangan mengharuskan untuk 

diekspor kembali,  dapat diselesaikan dengan 

memasukan barang dimaksud ke PLB, sementara 

menunggu diekspor kembali atau penggunaan kembali 

di TLDDP. 

(2) Terhadap barang yang mendapat fasilitas pembebasan 

bea masuk untuk operasi kegiatan usaha hulu minyak 

dan gas bumi (master list) yang termasuk dalam barang 

yang mendapatkan cost recovery dapat dimasukkan 

lagi ke PLB, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Terhadap barang impor yang menggunakan 

fasilitas pembebasan bea masuk (master list) yang 

termasuk dalam barang yang mendapatkan cost 

recovery yang dimasukkan ke PLB dan belum 

digunakan sesuai skema fasilitas pembebasan bea 

masuk dimaksud, masih diberlakukan sebagai 

barang impor yang belum dipenuhi kewajiban 

pabeannya; 

b. Terhadap barang asal PLB yang dikeluarkan ke 

TLDDP dengan menggunakan fasilitas pembebasan 

bea masuk (master list) yang termasuk dalam 

barang yang mendapatkan cost recovery yang 

dimasukkan kembali ke PLB dan belum digunakan 

sesuai skema fasilitas pembebasan bea masuk 

dimaksud, masih diberlakukan sebagai barang 

impor yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya. 

(3) Pemasukan kembali barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dari tempat lain dalam daerah pabean ke 

PLB dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan 

Pemasukan Kembali Barang asal PLB dari lokasi 

penerima fasilitas di tempat lain dalam daerah pabean 

ke PLB sesuai Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 
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(4) Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang asal PLB 

dari lokasi penerima fasilitas di tempat lain dalam 

daerah pabean ke PLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dijadikan dasar menyesuaikan kuota 

masterlist. 

  Pasal 70 

Dalam hal Kepala Kantor Pabean memerlukan data 

perpajakan dalam rangka pengawasan, Kepala Kantor 

Pabean dapat meminta data perpajakan kepada pimpinan 

kantor vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai 

dengan ketentuan mengenai pertukaran data antara 

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai.  

   

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 71 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

29 Januari 2016 

   

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Januari 2016   

DIREKTUR JENDERAL, 

 

      -ttd- 

 

HERU PAMBUDI 

                                                 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 
 
          -ttd- 

 
 

Indrajati Martini 
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(a) 
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT 
SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT/IZIN PDPLB *) 
 

   
KOP SURAT 

 
Nomor  :  Tanggal ....................... 
Lampiran : 
Hal : Permohonan penetapan tempat sebagai Pusat Logistik Berikat dan 

izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat/penetapan tempat 
sebagai Pusat Logistik Berikat dan pemberian izin Pengusaha Pusat 
Logistik Berikat/izin PDPLB*) 

 

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan  
Jakarta 

 

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang 
Pusat Logistik Berikat dengan ini kami menyerahkan permohonan penetapan tempat dan 
pemberian izin sebagai Penyelenggara Pusat Logistik Berikat/Pengusaha Pusat Logistik 
Berikat/PDPLB *). 

2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian kelengkapan dan berkas dokumen 
untuk melengkapi permohonan dimaksud. 

3. Terkait permohonan ini,  kami menyatakan : 
a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan 

aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; 
b. penanggung jawab perusahaan (komisaris, direksi, dan manajer) tidak pernah menjalani 

hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai dan/atau menjadi pengurus perusahaan 
yang mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; 

c. perusahaan tidak pernah menjalani hukuman pidana kepabeanan dan/atau cukai 
dan/atau tidak pernah mengalami pailit atau dipailitkan, dalam kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun terakhir. 

d. bertanggung jawab terhadap semua risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan 
pemeriksaan fisik barang oleh DJBC atas barang yang berada di dalam PLB. 

e. bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas 
barang yang berada di PLB dalam hal PDPLB tidak ditemukan.**) 

4. Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami bersedia memenuhi 
seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kami bersedia dicabut 
apabila dokumen dan keterangan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan aslinya dan 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

5. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut: 
Nama    : 
Nomor Identitas   : 
Surat Tugas/Surat Kuasa No.  : 
Telepon    : 
Email    : 

  

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER-01/BC/2016 TENTANG TATALAKSANA 
PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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6. Berikut pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: ***) 
 

      *              
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pemohon (Penanggung 
Jawab Pusat Logistik 
Berikat/Direksi) ****) 
 
Meterai 
 
......................... 

 
 

*)  Coret yang tidak perlu. 
**)  Diisi hanya apabila permohonan sebagai Penyelenggara PLB 
***)  Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada, serta foto pengurus 

permohonan. 
****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau 

perubahannya 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
  

 

 

Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 

 

 

Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 

 

 

Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 

 

 

Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 

Nama : …… 

Jabatan : ….. 

Nama : …… 

Jabatan : ….. 

Nama : …… 

Jabatan : ….. 

Nama : …… 

Jabatan : ….. 
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 (b) 
DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN 

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT/IZIN PDPLB*) 

 

I. Informasi Umum Tentang Perusahaan 

1 Data Umum Perusahaan 
  

 a. Nama Perusahaan  :  
 b. Alamat Perusahaan  :  
 c. Telepon :  
 d. Fax :  
 e. Website Perusahaan  :  
 f. Email :  
 g. Daftar Perusahaan Afiliasi : (diisi dalam hal terdapat 

perusahaan afiliasi) 
 h. Jumlah Gudang  :  
 i. Alamat Gudang  : 1.  
   2. Dst.. 
 j. Jumlah Total Pegawai :  
 k. Jumlah Pegawai per masing-masing 

departemen 
 
: 

 

 1. Departemen  :  
 a) Jumlah pegawai tetap :  
 b) Jumlah pegawai tidak tetap  

: 
 

 c) Jumlah pekerja asing :  
 2. Dst…   

2 Profil Bisnis 
  

 a. Tanggal Pendirian  : (tanggal pendirian di Indonesia) 
 b. Bidang Usaha :  
 c. Jenis Barang yang Ditimbun  :  
 d. Status Kepemilikan Barang yang 

Ditimbun  
: 1. Milik Sendiri untuk jenis 

barang ……. 
   2. Barang Titipan dari PT …. 

Untuk jenis barang ….. 
   3. Dst … 
 e. Daftar Nama Pemasok Barang  : 1.  
   2. Dst … 
 f. Daftar Nama Penerima Barang  : 1. PT ….., alamat ……status 

…..(KB/lokal/dll) 
   2. Dst .. 

3 Fasilitas Kepabeanan yang Dimiliki  
  

 a. Jenis Fasilitas, Nomor dan tanggal 
fasilitas  

:  

 b. Dst   

4 Volume Bisnis 
  

 a. Nilai omset tahunan (3 tahun terakhir) : (Berdasarkan laporan keuangan) 
 b. Nilai laba bersih tahunan (3 tahun 

terakhir) 
: (Berdasarkan laporan keuangan) 

 c. Nilai barang impor tahun terakhir :  
 d. Nilai barang ekspor tahun terakhir :  
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5 Sertifikasi Lain yang dimiliki  
  

 Daftar sertifikat yang berhubungan 
dengan program keamanan, standard atau 
lainnya 

: (diisi dengan ISO sertifikat) 

6 Rencana Kegiatan yang akan dilakukan  
selain penimbunan 

: 1. ……………….. 
2. ……………….. 
3. Dst... 

 
II. Informasi tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (berdasarkan akta perubahan 

terakhir) 

1 Rincian pemegang saham, termasuk 
persentase kepemilikan tiap-tiap saham  

:  

2 Yang menjalankan perusahaan (nama 
lengkap, jabatan, alamat dan nomor 
identitas kependudukan 
(KTP/SIM/KITAS/ dsb) 

: 
 

3 Dokumen Legal  
  

 a. Surat Izin Usaha 
Perdagangan/dokumen sejenis 
lainnya 

:  

 b. NPWP :  
 c. Surat Pengukuhan PKP :  
 d. Akta Pendirian    
 1) Nomor dan tangal  :  
 2) Nama dan Domisili Notaris :  
 3) Pengesahan  :  
 e. Akta Perubahan Terakhir   
 1) Nomor dan Tanggal  :  
 2) Nama dan Domisili Notaris :  
 3) Pengesahan :  
 f. Dokumen lingkungan hidup :  
 g. IMB :  

4 Jenis Perusahaan : (BUMN, Tbk, PMA/PMDN, dll) 
 
III. Informasi Kontak Perusahaan 

1 Kontak Perusahaan  
  

 a. Nama  :  
 b. Jabatan  :  
 c. Telepon  :  
 d. Fax :  
 e. Email  :  

2 Kontak Perusahaan Yang Lain   
 

 a. Nama :  
 b. Jabatan :  
 c. Telepon :  
 d. Fax :  
 e. Email :  

IV. Self Assesment Perusahaan  

1 Sebutkan sistem komputer  : 
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(software/hardware) yang dipergunakan 
oleh perusahaan Anda dalam 
menjalankan bisnisnya!  

2 Sebutkan pula sistem komputer 
(software/hardware) yang dipergunakan 
oleh perusahaan Anda berkaitan dengan 
bidang kepabeanan! 

:  

3 Berikan penjelasan hal-hal sebagai 
Berikut: 
a. pemisahan fungsi antara pengujian 

dan operasi 
b. pemisahan fungsi antar pengguna 

(user) 
c. kontrol akses sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan masing-
masing pengguna; dan 

d. traceability antara sistem bisnis dan 
sistem pemberitahuan pabean 

: 
 

4 Sistem Pengendalian Internal (SPI)   
 a. Apakah SPI merupakan salah satu 

obyek audit internal di Perusahaan 
Anda 

:  

 b. Jelaskan secara singkat prosedur 
pemeriksaan file data komputer 
terkait dengan perekaman data 
transaksi dalam sistem akutansi di 
perusahaan Anda 

:  

 c. Bagaimana SOP apabila terdapat 
perekaman data transaksi yang 
salah/atau tidak lengkap di 
perusahaan Anda? 

:  

5 Pertukaran Informasi, Akses, dan 
Kerahasiaan  

  

 a. Apakah di perusahaan Anda terdapat 
SOP yang dapat menjamin 
kerahasiaan data bisnis dan 
keamanan informasi sensitif dan 
informasi yang semata-mata 
digunakan sesuai peruntukannya 

:  

 b. Apakah perusahaan anda mempunyai 
SOP dan/atau sistem pengawasan 
keamanan seperti password, firewall, 
dalam upaya memproteksi sistem 
elektronik dari akses pihak yang tidak 
berwenang 

:  

 c. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atau sistem 
komputer untuk menjamin semua 
informasi yang digunakan dalam 
pengeluaran barang adalah legal, 
lengkap, dan akurat serta terlindungi 
dari pertukaran, kehilangan atau 
kesalahan data 

:  

 d. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP dan menyediakan 
perangkat komputer yang diperlukan 
untuk melakukan back up data untuk 

:  
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mencegah hilangnya data atau 
informasi 

6 Pemasukan, Penimbunan, dan 
Pengeluaran Barang  

 (dilampirkan SOP terkait) 

 a. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atas pemesanan atau 
rencana memasukkan barang  

:  

 b. Jelaskan secara singkat bagaimana 
proses akses ke area perusahaan anda 
(bangunan, area produksi,gudang, 
dll), bagaimana pengaturan akses 
untuk staf dan tamu.  

:  

 c. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atas penanganan 
pemasukan barang termasuk 
pencatatannya pada sistem IT 
Inventory 

:  

 d. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atas penimbunan 
barang (penataan/penempatan), 
sistem keamanan, dll 

:  

 e. Apakah perusahaan Anda 
mempunyai SOP atas pengeluaran 
barang dari tempat penimbunan  

:  

 f. Siapa yang memastikan bahwa 
prosedur yang ditetapkan telah 
dipatuhi. 

:  

 

V. Ukuran Keberhasilan : 

Sebagai key performance indikator untuk mengukur  tingkat keberhasilan fasilitas yang telah 

diberikan untuk di perusahaan kami , adalah sbb :  

1. ………………………….. 

2. Dst…. 

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya dan terlampir dokumen pendukung. 

 

........... , ............... 

Pemohon (PenanggungJawab  

Pusat Logistik Berikat/Direksi) 

 

(Meterai) 

 

…………………………… 

*)  Pilih salah satu 

**)  Disesuaikan dengan persyaratan 
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(c) 
SCORE PENILAIAN PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT/PENETAPAN 

TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT/IZIN PDPLB *) 

 

No Komponen Penilaian Bobot Nilai  Hasil  

1 Kelengkapan Persyaratan Fisik : 

Harus terpenuhi 

a. Dapat dilalui oleh sarana pengangkut  peti 
kemas/sarana pengangkut lainnya 

b. Mempunyai batas-batas dan luas yang jelas 

c. Mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik 
barang 

d. Mempunyai tempat untuk melakukan 
penimbunan, pemuatan, pembongkaran 

e. Mempunyai tempat atau area transit  

f. mempunyai tata letak dan batas yang jelas 
untuk melakukan setiap kegiatan sederhana  

2 Kelengkapan Persyaratan Administratif  Harus terpenuhi 

3 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan 
Rekomendasi Kepala Kantor Pabean  

10%   

4 Hasil dari Pemaparan Visi, Misi, dan Bisnis Plan 
Perusahaan  

60%   

a. Performa presentasi (pihak yang 
mempresentasikan, bentuk presentasi, dll)  

b. Profile perusahaan (nilai investasi, jumlah 
tenaga kerja, nilai aset, status kepemilikan lahan 
dan bangunan, visi/misi perusahaan, dll) 

c. SPI Perusahaan  

d. IT Inventory Perusahaan  

e. Jenis barang yang ditimbun dan kegiatan yang 
dilakukan 

f. Suplier dan buyer 

g. dll 

5 Roadmap pengembangan industri dan 
kepentingan nasional 

15%   

6 Analisis Economic Impact 15%   

 Total Nilai  

 

*)  Pilih salah satu 
 

 

      DIREKTUR JENDERAL,  

 
-ttd- 

 
HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 

 
           -ttd- 
 

Indrajati Martini 
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(a) 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI DAN  
REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR PABEAN 

_______________________________________________________________________________ 
 

KOP SURAT 
-----------------------‘----------------------------------------------------------- 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI 
NOMOR: ……………………….. 

 
Pada hari ini ......... tanggal ....... ( ........ ) bulan ........ tahun ........ kami yang bertandatangan di 
bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ............ No. .... tanggal ..... serta sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat 
dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ………… tentang Tatalaksana Pusat 
Logistik Berikat, telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap : 

 
1.  Nama Perusahaan    : 
2.  Alamat perusahaan    : 
3.  Nama pemilik/penanggung jawab  : 
4.  Alamat pemilik/penanggung jawab  : 
5.  Bidang usaha     : 
6. Barang yang ditimbun   : 
7.  NPWP Perusahaan    : 
8.  Lokasi yang dimohon untuk diberi status Pusat Logistik Berikat : 
 -  Alamat   : 

-  Desa/Kelurahan  : 
-  Kecamatan   : 
-  Propinsi   : 
-  Nomor telepon  : 
-  Nomor fax.   : 

 (dalam hal terdapat beberapa lokasi, agar dicantumkan seluruhnya) 
 
Keadaan fisik tempat/bangunan yang dimohon untuk diberi status Pusat Logistik Berikat: 

a. Luas lokasi 
I.  Penyelenggara Pusat Logistik Berikat PT. ..... 

Luas Lokasi ........ 
Batas : 

- Sebelah timur :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
- Sebelah barat  :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
- Sebelah utara  :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
- Sebelah selatan  :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 

   
 II. Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDPLB PT. ........ *) 

Luas Lokasi ........ 
Batas : 

- Sebelah timur :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
- Sebelah barat  :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
- Sebelah utara  :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
- Sebelah selatan  :  berbatasan dengan ……………… yang dibatasi oleh ........... 
 

b.  Akses ke tempat lokasi *) 
-  Lokasi yang ada dapat dimasuki/tidak dapat dimasuki dari jalan umum/jalur 

perairan. 
-  Dapat/tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang. 
 
 

LAMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG 
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 



  -80-  

 

 

c.  Uraian fasilitas bangunan *) 
 Dalam lokasi tempat/bangunan yang akan menjadi Pusat Logistik Berikat terdapat : 

1) Tempat untuk pemeriksaan fisik barang, di lokasi ......................... seluas ............... 
2) Tempat untuk melakukan penimbunan, di lokasi ......................... seluas ............... 
3) Tempat untuk melakukan pemuatan/pembongkaran, di lokasi ......................... seluas 

............... 
4) Tempat atau area transit untuk barang yang telah didaftarkan pemberitahuan 

pabeannya, di lokasi ......................... seluas ............... 

d.   Sarana dan Prasarana Kerja: 
1)  Ruangan kerja Bea Cukai  : .........................  
2) CCTV dan Monitor Televisi : - lokasi CCTV : ….. 
    - akses dari ruangan Bea Cukai: … 
3) Komputer dan media komunikasi data : ......................... 
4) Sarana dan Prasarana Lain : ......................... 

e.   Lampiran: 
1.  Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Pusat Logistik Berikat. 
2.  Tata letak (lay out) Pusat Logistik Berikat. 
3.  Foto-foto Pusat Logistik Berikat. 

 
f.  Lain- lain 

............................................................................................................. 
 
g.  Kesimpulan 

 Secara fisik, lokasi yang diajukan sebagai Pusat Logistik Berikat telah memenuhi syarat / 
tidak memenuhi syarat *) untuk diberikan izin. 

 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
.............. , ............... 
Pimpinan Perusahaan 
 
 
--------------------- 
Mengetahui 
Kepala Kantor Pabean 
 
 
--------------------- 

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa 
 
 
--------------------- 
 
 
--------------------- 
 
 
--------------------- 

 
*) Coret yang tidak perlu 

 
__________________________________________________________________________________ 
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(b) 
CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR PABEAN  

UNTUK PENDIRIAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
________________________________________________________________________________ 

 
KOP SURAT 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nomor :                              tanggal/bulan/tahun 
Lampiran : .................... 
Hal  : .................... 

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan 
Jakarta 

Sehubungan dengan surat.......... Nomor ........ Tanggal .......... Hal .........., bersama ini 
kami sampaikan sebagai berikut : 

1. Perusahaan dengan data dibawah ini mengajukan permohonan Penetapan Tempat Sebagai 

Pusat Logistik Berikat dan Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Penetapan Tempat Sebagai Pusat 

Logistik Berikat dan Pemberian Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat, atau Izin PDPLB :  

Nama : ...................................................................... 
Alamat Kantor : ...................................................................... 
Lokasi PLB : ...................................................................... 
NPWP : ...................................................................... 
Penanggung Jawab : ...................................................................... 
Bidang Usaha : ...................................................................... 

2. Terhadap permohonan yang bersangkutan, telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan 
kelengkapan dokumen, sebagai berikut : 
a. lokasi yang akan menjadi Pusat Logistik Berikat telah memenuhi persyaratan, 
b. sarana dan prasarana Pusat Logistik Berikat telah tersedia dan siap digunakan, 
c. yang bersangkutan telah melampirkan kelengkapan dokumen,  
sebagaimana diatur dalam Perdirjen Bea dan Cukai Nomor .............................. tentang 
Tatalaksana Pusat Logistik Berikat. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan tidak sedang 
memiliki tunggakan pungutan bea masuk dan cukai dan tidak sedang diblokir. 

4. ……………………….(informasi lain yang perlu disampaikan)………………….  

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami berpendapat permohonan yang bersangkutan 
telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan. 

6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami teruskan berkas permohonan dimaksud 
untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. 

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. 

         Kepala Kantor, 

 

         ......................... 
         NIP. ................ 

___________________________________________________________________________ 
      DIREKTUR JENDERAL,  

 

 -ttd- 
 

HERU PAMBUDI 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 

         -ttd- 

Indrajati Martini 
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(a) 
FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
________________________________________________________________________________ 

 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR : …..…… 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT …….  

 
MENTERI KEUANGAN, 

 
Menimbang  : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT ………… 

Nomor ……….. tanggal ……….., diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT 
……….. telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pusat Logistik 
Berikat;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat 
Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat 
Logistik Berikat Kepada PT…………..; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 4661); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat; 

  4.   Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang Tatalaksana Pusat Logistik 
Berikat. 

 
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor ……….. Nomor ……….. tanggal ……….. hal ………... 
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ……….. Nomor ………..tanggal ………... 
  3. Hasil pemaparan business plan perusahaan pada tanggal …………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN III 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER-01/BC/2016 TENTANG TATALAKSANA 
PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT 
SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT ………..  

 
PERTAMA  : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Pusat Logistik Berikat serta 

memberikan izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat kepada: 
a. Nama Perusahaan  : PT …… 
b. Alamat Kantor Perusahaan  : ……….. 
c. Nama Pemilik/Penanggung  
 Jawab : ……….. 
d. Alamat Pemilik/Penanggung  
 Jawab : ……….. 
e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ 
 Penanggung Jawab : ……….. 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak : ……….. 
g. Lokasi PLB  
       1) Alamat : ……….. 
            Luas lokasi : ………..M2 dengan batas-batas lokasi: 

- Sebelah Barat : ……….. 
- Sebelah Timur : ……….. 
- Sebelah Utara : ……….. 
- Sebelah Selatan : ……….. 

                                 2)  (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi) 

KEDUA  : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang 
impor dan ekspor; 

KETIGA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA dievaluasi secara periodik paling kurang satu tahun sekali 
berdasarkan: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logistik Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang 
Tatalaksana Pusat Logistik Berikat; dan 

b. Syarat dan ketentuan pemberian izin sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 
ini. 

KEEMPAT : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat dan/atau berdasarkan 
pertimbangan dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA. 
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KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Kepala Kantor Wilayah …………; 
4. Kepala KPPBC ………..; 
5. Pimpinan PT ………… 

 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
 

…………………………… 
NIP ………………………  
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Lampiran Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor  
Tanggal  

 
 

SYARAT DAN KETENTUAN YANG DIBERLAKUKAN  
ATAS PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT  

DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT  
KEPADA PT … 

 
 

I. KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI 
a. ... 
b. … 
c. .... 

II. HAL-HAL YANG DILARANG 
a. ... 
b. … 
c. .... 

III. UKURAN KEBERHASILAN 
a. … 
b. … 
c. …. 

IV. DST …. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal … 

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
 

… 
NIP … 
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(b) 
FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS IZIN 
PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

________________________________________________________________________________ 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR : … 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT … 
 

MENTERI KEUANGAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT … Nomor 
… tanggal …, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT ……….. telah memenuhi 
syarat untuk ditetapkan sebagai Pusat Logistik Berikat;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat 
Sebagai Pusat Logistik Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Pusat 
Logistik Berikat sekaligus Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat Kepada 
PT…………..; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 4661); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat; 

  4.   Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang Tatalaksana Pusat Logistik 
Berikat. 

 
Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor ……….. Nomor ……….. tanggal ……….. hal ………... 
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ……….. Nomor ………..tanggal ………... 
  3. Hasil pemaparan business plan perusahaan pada tanggal …………………… 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT 

SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN 
PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS IZIN 
PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT KEPADA PT ………..  
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PERTAMA  : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Pusat Logistik Berikat serta 
memberikan izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekaligus izin Pengusaha 
Pusat Logistik Berikat kepada: 
a. Nama Perusahaan  : PT …… 
b. Alamat Kantor Perusahaan  : ……….. 
c. Nama Pemilik/Penanggung  
 Jawab : ……….. 
d. Alamat Pemilik/Penanggung  
 Jawab : ……….. 
e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ 
 Penanggung Jawab : ……….. 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak : ……….. 
g. Lokasi Keseluruhan PLB (Penyelenggara PLB)  
       1) Alamat : ……….. 
            Luas lokasi : ………..M2 dengan batas-batas lokasi: 

- Sebelah Barat : ……….. 
- Sebelah Timur : ……….. 
- Sebelah Utara : ……….. 
- Sebelah Selatan : ……….. 

                                 2)  (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi) 
h. Lokasi PLB yang diusahakan sendiri (Pengusaha PLB)  
       1) Alamat : ……….. 
            Luas lokasi : ………..M2 dengan batas-batas lokasi: 

- Sebelah Barat : ……….. 
- Sebelah Timur : ……….. 
- Sebelah Utara : ……….. 
- Sebelah Selatan : ……….. 

                                 2)  (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi) 

i. Barang Yang Ditimbun : ……….. 
 

KEDUA  : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-
undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang 
impor dan ekspor; 

KETIGA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA dievaluasi secara periodik paling kurang satu tahun sekali 
berdasarkan: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logistik Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang 
Tatalaksana Pusat Logistik Berikat; dan 

b. Syarat dan ketentuan pemberian izin sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 
ini. 

KEEMPAT : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat dan/atau berdasarkan 
pertimbangan dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA. 

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Kepala Kantor Wilayah …………; 
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4. Kepala KPPBC ………..; 
5. Pimpinan PT …………. 

 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
 

…………………………… 
NIP ……………………… 
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Lampiran Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor  
Tanggal  

 
SYARAT DAN KETENTUAN YANG DIBERLAKUKAN  

ATAS PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT  
DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS  

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT  
KEPADA PT ………..  

I. KETENTUAN PENYEGELAN 
a. ... 
b. … 
c. .... 

II. KEGIATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN 
a. ... 
b. … 
c. .... 

III. TUJUAN PENGELUARAN DAN KETENTUAN PENGELUARAN 
a. ... 
b. … 
c. .... 

IV. KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI 
a. ... 
b. … 
c. .... 

V. HAL-HAL YANG DILARANG 
a. ... 
b. … 
c. .... 

VI. UKURAN KEBERHASILAN 
a. ... 
b. … 
c. .... 

VII. DST…. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
…………………………… 
NIP ……………………… 
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(c) 
FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

MERANGKAP PENYELENGGARA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PDPLB) 
____________________________________________________________________________ 

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR : …..…… 

 
TENTANG 

 
PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT MERANGKAP 

PENYELENGGARA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PDPLB) KEPADA PT ……. YANG 
BERLOKASI DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT ……….  

 
MENTERI KEUANGAN, 

 
Menimbang  : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT ………… 

Nomor ……….. tanggal ……….., diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT 
……….. telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pusat Logistik 
Berikat;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin 
Pengusaha di Pusat Logistik Berikat Merangkap Penyelenggara di Pusat 
Logistik Berikat (PDPLB)  Kepada PT…………..; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 4661); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat; 

  4.   Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang Tatalaksana Pusat Logistik 
Berikat. 

 
Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kantor ……….. Nomor ……….. tanggal ……….. hal ………... 

2.  Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ……….. Nomor ………..tanggal ………... 
3.  Rekomendasi Penyelenggara Pusat Logistik Berikat PT. ….. Nomor …. tanggal 

….. 
4. Hasil pemaparan business plan perusahaan pada tanggal …………………… 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN 
PENGUSAHA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT MERANGKAP 
PENYELENGGARA DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PDPLB) KEPADA PT 
……….. YANG BERLOKASI DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT ………...  

 
PERTAMA  : Memberikan izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap Penyelenggara 

di Pusat Logistik Berikat (PDPLB) kepada: 
 
a. Nama Perusahaan  : PT …… 
b. Alamat Kantor Perusahaan  : ……….. 
c. Nama Pemilik/Penanggung  
 Jawab : ……….. 
d. Alamat Pemilik/Penanggung  
 Jawab : ……….. 
e. Tempat/Tanggal Lahir Pemilik/ 
 Penanggung Jawab : ……….. 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak : ……….. 
g. Lokasi PDPLB  
       1) Alamat : ……….. 
            Luas lokasi : ………..M2 dengan batas-batas lokasi: 

- Sebelah Barat : ……….. 
- Sebelah Timur : ……….. 
- Sebelah Utara : ……….. 
- Sebelah Selatan : ……….. 

                                 2)  (diisi dalam hal terdapat lebih dari 1 lokasi)  
h. Barang Yang Ditimbun : ……….. 

KEDUA  : Pemberian izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap Penyelenggara di 
Pusat Logistik Berikat (PDPLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA 
disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di 
bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan 
ekspor; 

KETIGA : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
PERTAMA dievaluasi secara periodik paling kurang satu tahun sekali 
berdasarkan: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 

Logistik Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang 
Tatalaksana Pusat Logistik Berikat; dan 

b. Syarat dan ketentuan pemberian izin sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan 
ini. 

KEEMPAT : Izin Pengusaha di Pusat Logistik Berikat merangkap Penyelenggara di Pusat 
Logistik Berikat (PDPLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA 
dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat. 
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KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Kepala Kantor Wilayah …………; 
4. Kepala KPPBC ………..; 
5. Pimpinan PT …………. 

 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 

a.n. MENTERI KEUANGAN 
DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
 

 
…………………………… 
NIP ……………………… 
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Lampiran Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor  
Tanggal  

 
SYARAT DAN KETENTUAN YANG DIBERLAKUKAN  

ATAS PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT  
DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS  

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT  
KEPADA PT ………..  

I. KETENTUAN PENYEGELAN 
a. … 
b. … 
c. …. 

II. KEGIATAN SEDERHANA YANG DILAKUKAN 
a. … 
b. … 
c. …. 

III. TUJUAN PENGELUARAN DAN KETENTUAN PENGELUARAN 
a. … 
b. … 
c. …. 

IV. KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI 
a. … 
b. … 
c. …. 

V. HAL-HAL YANG DILARANG 
a. … 
b. … 
c. …. 

VI. UKURAN KEBERHASILAN 
a. … 
b. … 
c. …. 

VII. DST…. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
…………………………… 
NIP ……………………… 

DIREKTUR JENDERAL, 
 
 -ttd- 

 
HERU PAMBUDI 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 

          -ttd- 

Indrajati Martini 
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SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT 
LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN 
IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT/IZIN PDPLB*) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

KOP SURAT PERUSAHAAN 
------------------------------------------------------ 

Nomor  :  Tanggal ....................... 
Lampiran : 
Hal : Permohonan perubahan data izin  
  Pusat Logistik Berikat 
 
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan  
Jakarta  

 
 Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang 
Pusat Logistik Berikat dengan ini kami menyerahkan permohonan perubahan data izin sebagai 
Penyelenggara Pusat Logistik Berikat/Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDPLB*) sebagai 
berikut : 
a. Izin Pusat Logistik Berikat Nomor ......  
b. Alamat ........... 
c. Perubahan **) : 
 

No Perubahan Semula Menjadi Dokumen Pendukung 
Yang dilampirkan 

     

 Bersama ini kami menyatakan bahwa dokumen untuk melengkapi permohonan 
sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. 

Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai berikut: 
Nama : 
Nomor Identitas : 
Surat Tugas/Surat Kuasa No.  : 
Telepon : 
Email : 

 Demikian permohonan kami, jika permohonan kami diterima, kami menyatakan bersedia 
memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

  
Pemohon (Penanggung Jawab Pusat 
Logistik Berikat/Direksi) 
 
......................... 

 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 -ttd- 

 
HERU PAMBUDI 
 
 
 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG 
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 

         -ttd- 

Indrajati Martini 
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
MENTERI KEUANGAN TENTANG KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT 

LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 
BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN 

IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT/IZIN PDPLB*) 

____________________________________________________________________________________ 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR : ……….. 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN …… (PERTAMA/KEDUA/DST….) *) ATAS KEPUTUSAN  MENTERI 
KEUANGAN NOMOR ……. TENTANG …………..  

 
MENTERI KEUANGAN, 

 
Menimbang  : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT ………… 

Nomor ……….. tanggal ……….., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan 
perubahan ……. telah memenuhi persyaratan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan …. 
(Pertama/Kedua/Dst…) *) Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor …. 
Tentang ………; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 4661); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat; 

  4.   Peraturan Direktur Jenderal Nomor …… tentang Tatalaksana Pusat Logistik 
Berikat. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN …… 

(PERTAMA/KEDUA/DST….) *) ATAS KEPUTUSAN  MENTERI KEUANGAN 
NOMOR ……. TENTANG ………….. 

 
PERTAMA  : Mengubah diktum …….  Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….. , menjadi 

sebagai berikut: 
  **) 
 

LAMPIRAN V 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG  
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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KEDUA  : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ….. 

 
KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Kepala Kantor Wilayah …………; 
4. Kepala KPPBC ………..; 
5. Pimpinan PT …………. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
 

…………………………… 
NIP ……………………… 

 
*)   pilih sesuai izin yang diberikan. 
**) sesuaikan dengan data izin Pusat Logistik Berikat yang bersangkutan. 

 
 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 -ttd- 
 
 
HERU PAMBUDI 

 
  Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 
 

         -ttd- 
 

 

Indrajati Martini 
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(a) 
DOKUMEN PEMBERITAHUAN PERPINDAHAN BARANG ANTAR TEMPAT 

PENIMBUNAN DALAM SATU PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

PPB-PLB 
PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG 

DALAM SATU PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

Kantor Pendaftaran : ...........(1)................. 

Nomor Aju : ..................(2).......... 

Tanggal Aju  : ......................(3)...... 

Nomor Pendaftaran  : ...........(4)................. 

Tanggal Pendaftaran : ...........(5)................. 

 

Identitas Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDPLB 

Nama Perusahaan  : .............(6).................................................................................... 

Nomor Izin   : .....................(7)............................................................................ 

Alamat   : ...............................(8).................................................................. 
     .................................................................................................... 

A. Asal Lokasi Barang  dan Tujuan Pemindahan Barang : 

 

Kantor Asal Barang : …….(9)……. 

Lokasi Asal Barang :  

…………………(10)…..……………………………

………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 
Kantor Tujuan Barang : ……..(11)…… 

 

Lokasi Tujuan Pemindahan Barang :  

 

………………………(12)…………………………………
……………………………………………………………

…………………………………………………… 

B. Uraian Barang Yang Dipindahkan : 

No - Kode Barang  

- Kode HS  

- Uraian Jenis Barang 

- Jumlah 

- Satuan  

- Dokumen Pemasukan 

- Nomor 

- Tanggal  

 

 
(13) 

 

 
(14) 

 

 
(15) 

 

 
(16) 

Jumlah Kemasan/peti kemas : …………………(17)…………………………… 

Jenis Kemasan/peti kemas : …………………(18)…………………………… 

Merek dan Nomor Kemasan/peti kemas : …………………(19)…………………………… 
 

Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai  

---(20)-- 

 

Nama  : …………(21)……………………… 

NIP : …………………(22)……………… 
 

...........(23)........., ..................... 

Penanggung Jawab  

Pengusaha PLB/PDPLB 

 

---(24)--- 
 

..............(25).................................... 

Jabatan : ..........(26)....................... 

Catatan :  

Selesai dipindahkan pada tanggal ..........(27).............  

pukul ........(28).......... 

 
 
 

  

LAMPIRAN VI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG 
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN  
PEMBERITAHUAN PERPINDAHAN BARANG ANTAR TEMPAT PENIMBUNAN  

DALAM SATU PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
 

1. Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi PLB (tempat pendaftaran dokumen).  

2. Diisi dengan nomor pengajuan PPB-PLB sesuai dengan standar nomor dari perusahaan. 

3. Diisi dengan tanggal pengajuan PPB-PLB. 

4. Diisi oleh DJBC dengan nomor pendaftaran PPB-PLB.  

5. Diisi oleh DJBC dengan tanggal pendaftaran dokumen PPB-PLB.  

6. Diisi dengan  nama perusahaan.  

7. Diisi dengan nomor izin Keputusan Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat dan 
Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat 
dan Pemberian Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat, atau Izin PDPLB. 

8. Diisi dengan Alamat Pusat Logistik Berikat utama yang tertera dalam izin.  

9. Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi lokasi PLB asal barang. 

10. Diisi dengan lokasi asal pemindahan barang. 

11. Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi lokasi PLB asal barang. 

12. Diisi dengan lokasi tujuan pemindahan barang. 

13. Diisi dengan nomor urut barang yang akan dipindahkan. 

14. Diisi dengan kode barang, Kode HS, dan jenis barang yang akan dipindahkan.  

15. Diisi dengan jumlah dan satuan barang yang dipindahkan.  

16. Diisi dengan jenis dokumen pemasukan, nomor, dan tanggal dokumen  pemasukan barang 
yang akan dipindahkan. 

17. Diisi dengan jumlah kemasan/peti kemas barang yang dipindahkan 

18. Diisi dengan jenis kemasan/peti kemas barang yang dipindahkan 

19. Diisi dengan merek dan nomor kemasan/peti kemas barang yang dipindahkan. 

20. Ditandatangani oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di PLB yang 
memberikan persetujuan PPB-PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu 
dibubuhkan tandatangan pejabat.  

21. Diisi dengan nama pejabat yang melakukan pengawasan di PLB yang memberikan 
persetujuan PPB-PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan 
nama pejabat. 

22. Diisi dengan NIP pejabat yang melakukan pengawasan di PLB yang memberikan 
persetujuan PPB-PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan NIP 
pejabat. 

23. Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan dokumen PPB-PLB. 

24. Ditandatangani oleh penanggung jawab PLB. 

25. Diisi dengan nama penanggung jawab PLB. 

26. Diisi dengan jabatan penanggung jawab PLB. 

27. Diisi dengan tanggal realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang 
melakukan pengawasan di PLB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh 
pejabat, diisi oleh pengusaha PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian 
dilakukan pada sistem aplikasi. 

28. Diisi dengan waktu (jam) realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang 
melakukan pengawasan di PLB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh 
pejabat, diisi oleh pengusaha PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian 
dilakukan pada sistem aplikasi. 
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(b) 
DOKUMEN PEMBERITAHUAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL PLB 

DARI LOKASI PENERIMA FASILITAS DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH 

PABEAN KE PLB 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

PPK-PLB 

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT DARI LOKASI PENERIMA 

FASILITAS DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
Kantor Pendaftaran : ...........(1)................. 

Nomor Aju : .................(2)........... 

Tanggal Aju  : ......................(3)...... 

Nomor Pendaftaran  : ...........(4)................. 

Tanggal Pendaftaran : ...........(5)................. 

 

A. Identitas Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDPLB 

Nama Perusahaan  : .............(6).................................................................................... 
Nomor Izin   : .....................(7)............................................................................ 

Alamat   : ...............................(8).................................................................. 

 

B.  Identitas Importir yang Mengembalikan Barang ke PLB 
Nama Perusahaan : .............(9).................................................................................... 

NPWP : .....................(10)............................................................................ 

Alamat : ...............................(11).................................................................. 

 

C. Uraian Barang Yang Dikembalikan ke PLB : 

No - Kode Barang  

- Kode HS  

- Uraian Jenis Barang 

- Jumlah 

- Satuan  

- Dok Pengeluaran 

- Nomor 

- Tanggal  

- Nomor Masterlist 

- Tanggal Masterlist 

 

 

 
(12) 

 

 
(13) 

 

 
(14) 

 

 
(15) 

 

 
(16) 

 

 

Jumlah Kemasan/peti kemas : …………………(17)…………………………… 

Jenis Kemasan/peti kemas : …………………(18)…………………………… 

Merek dan Nomor Kemasan/peti kemas : …………………(19)…………………………… 

 

Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai  

---(20)-- 

 

Nama  : …………(21)……………………… 

NIP : …………………(22)……………… 

 

...........(23)........., ..................... 
Penanggung Jawab  

Pengusaha PLB/PDPLB 

 

---(24)--- 

 
..............(25).................................... 

Jabatan : ..........(26)....................... 

Catatan :  

Selesai dipindahkan pada tanggal ..........(27).............  

pukul ........(28).......... 
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PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN  

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL PLB DARI LOKASI 
PENERIMA FASILITAS DI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE PLB 

 

1. Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi PLB (tempat pendaftaran dokumen).  

2. Diisi dengan nomor pengajuan PPK-PLB sesuai dengan standar nomor dari perusahaan. 

3. Diisi dengan tanggal pengajuan PPK-PLB. 

4. Diisi oleh DJBC dengan nomor pendaftaran PPK-PLB.  

5. Diisi oleh DJBC dengan tanggal pendaftaran dokumen PPK-PLB 

6. Diisi dengan  nama Pengusaha PLB/PDPLB.  

7. Diisi dengan nomor izin Pengusaha PLB/PDPLB. 

8. Diisi dengan alamat PLB yang tertera dalam izin.  

9. Diisi dengan nama importir penerima fasilitas yang akan mengembalikan barang. 

10. Diisi dengan NPWP penerima fasilitas yang akan mengembalikan barang. 

11. Diisi dengan lokasi penerima fasilitas yang akan mengembalikan barang. 

12. Diisi dengan nomor urut barang yang akan dipindahkan. 

13. Diisi dengan kode barang, Kode HS, dan jenis barang yang akan dipindahkan.  

14. Diisi dengan jumlah dan satuan barang yang dipindahkan.  

15. Diisi dengan jenis, nomor, dan tanggal dokumen  pengeluaran barang dari PLB. 

16. Diisi dengan nomor dan tanggal masterlist dari barang yang akan dipindahkan.  

17. Diisi dengan jumlah kemasan/peti kemas barang yang dipindahkan 

18. Diisi dengan jenis kemasan/peti kemas barang yang dipindahkan 

19. Diisi dengan merek dan nomor kemasan/peti kemas barang yang dipindahkan. 

20. Ditandatangani oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan di PLB yang 
memberikan persetujuan PPB-PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu 
dibubuhkan tandatangan pejabat. 

21. Diisi dengan nama pejabat yang melakukan pengawasan di PLB yang memberikan 
persetujuan PPB-PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan 
nama pejabat. 

22. Diisi dengan NIP pejabat yang melakukan pengawasan di PLB yang memberikan 
persetujuan PPB-PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi tidak perlu dicantumkan NIP 
pejabat. 

23. Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan dokumen PPB-PLB. 

24. Ditandatangani oleh penanggung jawab PLB. 

25. Diisi dengan nama penanggung jawab PLB. 

26. Diisi dengan jabatan penanggung jawab PLB. 

27. Diisi dengan tanggal realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang 
melakukan pengawasan di PLB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh 
pejabat, diisi oleh pengusaha PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian 
dilakukan pada sistem aplikasi. 

28. Diisi dengan waktu (jam) realisasi pemindahan barang oleh pejabat Bea dan Cukai yang 
melakukan pengawasan di PLB. Dalam hal tidak dilakukan pengawasan secara fisik oleh 
pejabat, diisi oleh pengusaha PLB. Dalam hal telah menggunakan aplikasi, pengisian 
dilakukan pada sistem aplikasi. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
 -ttd- 
 
HERU PAMBUDI 

 
 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER-01/BC/2016 TENTANG  
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 

          -ttd- 

Indrajati Martini 
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TATA CARA PEMASUKAN BARANG  
DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT LAINNYA ATAU DARI  

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT LAINNYA  
KE PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pemasukan barang dari PLB Lainnya atau dari Tempat Penimbunan Berikat lainnya ke PLB, 
dilakukan dengan tatacara sebagai berikut: 

 

1. Pengusaha PLB Lainnya atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat lainnya menyerahkan 
dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari PLB lainnya atau Tempat 
Penimbunan Berikat lainnya ke PLB beserta dokumen pelengkap pabean ke Kantor Pabean 
asal pengeluaran barang. 

2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean asal pengeluaran barang memberikan persetujuan 
pengeluaran barang dan menyerahkan kepada pengusaha PLB Lainnya atau pengusaha 
Tempat Penimbunan Berikat lainnya. 

3. Petugas  Bea  dan  Cukai di pintu keluar pengusaha PLB Lainnya atau pengusaha Tempat 
Penimbunan Berikat lainnya melakukan pengawasan atas pengeluaran barang dan 
melakukan pelekatan tanda pengaman. 

4. Petugas  Bea  dan  Cukai atau pengusaha PLB di  pintu  masuk  PLB mencocokkan  dokumen 
pemberitahuan dimaksud butir 1 yang diterima dengan nomor peti kemas/kemasan dan 
identitas sarana pengangkut, serta memastikan keutuhan tanda pengaman: 

a. Apabila sesuai, Petugas Bea dan Cukai membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan 
mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal, dan jam pemasukan pada dokumen 
pemberitahuan dimaksud. 

b. Apabila tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindakan pengamanan dan 
melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Pusat Logistik Berikat atau 
unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut. 

5. Petugas Bea dan Cukai di PLB yang mengawasi pemasukan barang melakukan pengawasan 
pembongkaran atau stripping dan penimbunan barang di PLB. 

6. Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan sesuai: 

a. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan tentang 
pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembokaran atau stripping, dan hal-
hal lain tentang pemasukan barang. 

b. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang menyerahkan dokumen 
pemberitahuan dimaksud kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB. 

c. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB menerima dokumen pemberitahuan 
dimaksud dari Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang.  

d. berdasarkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diberi catatan pemasukan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB membubuhkan cap “SETUJU TIMBUN” 
pada dokumen.  

e. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB menyimpan copy dokumen pemberitahuan 
dimaksud dan menyerahkan berkas dokumen pemberitahuan dimaksud kepada 
Pengusaha PLB atau PDPLB untuk disimpan sebagai arsip. 

7. Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan tidak sesuai, Pejabat 
Bea dan Cukai yang mengawasi PLB melakukan tindakan pengamanan dan melaporkan 
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kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani PLB atau unit pengawasan untuk 
penyelesaian lebih lanjut. Penggunaan barang tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan 
izin dari Kepala Kantor Pabean.  

8. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB mengirim copy dokumen pemberitahuan 
dimaksud ke Kantor Pabean yang mengawasi PLB dan selanjutnya Kantor Pabean yang 
mengawasi PLB mengirim kembali dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Kantor 
Pabean yang mengawasi PLB Lainnya atau TPB lainnya asal barang untuk rekonsiliasi.   

 
 

  

 DIREKTUR JENDERAL, 

 
 -ttd- 
 
 
HERU PAMBUDI 
 

  
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 
 

         -ttd- 
 

 

Indrajati Martini 
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(a) 
TATA CARA PERPINDAHAN BARANG  

DARI LOKASI PUSAT LOGISTIK BERIKAT KE LOKASI PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
LAINNYA YANG MASIH DALAM 1 (SATU) IZIN PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

______________________________________________________________________________ 
 
Perpindahan barang dari lokasi PLB ke lokasi PLB lainnya yang masih dalam 1 (satu) izin PLB, 
dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:   

1. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB membuat dokumen Pemberitahuan 
Pemindahan Barang Dalam Satu Pusat Logistik Berikat (PPB-PLB) menggunakan sistem 
aplikasi dan menyampaikan kepada Kantor Pabean yang mengawasi PLB.  

2. Sistem Komputer Pelayanan PLB secara otomatis memberikan persetujuan perpindahan 
barang dalam satu PLB dengan mencantumkan nomor pendaftaran pada PP-PLB dan 
perintah untuk melakukan pelekatan tanda pengaman. 

3. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melakukan pelakatan tanda pengaman dan 
melakukan pemindahan barang berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud butir 
2. 

4. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melaporkan hasil pemasukan barang 
dengan melakukan perekaman pada aplikasi yang terhubung dengan SKP di Kantor 
Pengawas. 

a. Dalam hal hasil pengawasan pemasukan barang menunjukkan sesuai :  

1) SKP di Kantor Pengawas memberikan informasi kepada Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB bahwa Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 
PDPLB diperbolehkan melakukan pelepasan tanda pengaman dan melakukan 
pembongkaran dan penimbunan barang di PLB; 

2) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melakukan pelepasan tanda 
pengaman serta melakukan pengawasan pembongkaran dan penimbunan 
barang di PLB; 

b. Dalam hal hasil pengawasan pemasukan barang menunjukkan tidak sesuai : 

1) SKP di Kantor Pengawas meneruskan informasi kepada unit pengawasan 

untuk proses penelitian lebih lanjut; 

2) SKP di Kantor Pengawas memberikan informasi kepada Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB bahwa Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB tidak diperbolehkan melakukan pelepasan tanda pengaman dan 

melakukan pembongkaran dan penimbunan sampai dengan penelitian lebih 

lanjut oleh  unit pengawasan selesai dilakukan. 

5. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melaporkan hasil kegiatan pembongkaran 
dan penimbunan barang di PLB dengan melakukan perekaman pada aplikasi yang 
terhubung dengan SKP di Kantor Pengawas. 

6. Dalam hal hasil kegiatan pembongkaran barang menunjukkan tidak sesuai: 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
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a. SKP memberikan informasi kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

bahwa Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB tidak diperbolehkan 

mempergunakan barang. 

b. SKP memberikan informasi kepada unit pengawasan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

7. Dalam hal hasil laporan menunjukkan sesuai, SKP di Kantor Pengawas memberikan respon 
untuk dapat mempergunakan barang. 
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(b) 
TATA CARA PEMASUKAN KEMBALI BARANG ASAL PUSAT LOGISTIK 

BERIKAT DARI LOKASI PENERIMA FASILITAS DI TEMPAT LAIN DALAM 

DAERAH PABEAN KE PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
______________________________________________________________________________ 
 
Pemasukan Kembali Barang Asal PLB dari Lokasi Penerima Fasilitas di Tempat Lain dalam 
Daerah Pabean ke PLB, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut: 

1. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB membuat dokumen Pemberitahuan 
Pemasukan Kembali Barang Asal PLB dari Lokasi Penerima Fasilitas di Tempat Lain dalam 
Daerah Pabean ke PLB (PPK-PLB) menggunakan sistem aplikasi dan menyampaikan kepada 
Kantor Pabean yang mengawasi PLB.  

2. Sistem Komputer Pelayanan PLB secara otomatis memberikan persetujuan pemasukan 
kembali barang asal PLB dari lokasi penerima fasilitas di Tempat Lain dalam Daerah Pabean 
ke PLB dan perintah untuk melakukan pelekatan tanda pengaman. 

3. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melakukan pelekatan tanda pengaman dan 
melakukan pemasukan kembali barang berdasarkan surat persetujuan sebagaimana 
dimaksud butir 2. 

4. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melaporkan hasil pemasukan kembali 
barang dengan melakukan perekaman pada aplikasi yang terhubung dengan SKP di Kantor 
Pengawas. 

a. Dalam hal hasil pengawasan pemasukan kembali barang menunjukkan sesuai:  

1) SKP di Kantor Pengawas memberikan informasi kepada Penyelenggara PLB, 
Pengusaha PLB, atau PDPLB bahwa Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 
PDPLB diperbolehkan melakukan pelepasan tanda pengaman dan melakukan 
pembongkaran dan penimbunan barang di PLB; 

2) Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melakukan pelepasan tanda 
pengaman serta melakukan pengawasan pembongkaran dan penimbunan 
barang di PLB; 

b. Dalam hal hasil pengawasan pemasukan kembali barang menunjukkan tidak sesuai: 

1) SKP di Kantor Pengawas meneruskan informasi kepada unit pengawasan 

untuk proses penelitian lebih lanjut; 

2) SKP di Kantor Pengawas memberikan informasi kepada Penyelenggara PLB, 

Pengusaha PLB, atau PDPLB bahwa Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau 

PDPLB tidak diperbolehkan melakukan pelepasan tanda pengaman dan 

melakukan pembongkaran dan penimbunan sampai dengan penelitian lebih 

lanjut oleh  unit pengawasan selesai dilakukan. 

5. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB melaporkan hasil kegiatan pembongkaran 
dan penimbunan barang di PLB dengan melakukan perekaman pada aplikasi yang 
terhubung dengan SKP di Kantor Pengawas. 

6. Dalam hal hasil kegiatan pembongkaran barang menunjukkan tidak sesuai: 
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a. SKP memberikan informasi kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB 

bahwa Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB tidak diperbolehkan 

mempergunakan barang. 

b. SKP memberikan informasi kepada unit pengawasan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

7. Dalam hal hasil laporan menunjukkan sesuai, SKP di Kantor Pengawas memberikan respon 
untuk dapat mempergunakan barang. 

 
 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 -ttd- 

HERU PAMBUDI 

 
  Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 

 
         -ttd- 
 

Indrajati Martini 
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TATA CARA PEMASUKAN BARANG  
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB, dilakukan dengan tatacara 
sebagai berikut : 
 
1. Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB dilakukan dengan 

menggunakan dokumen pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah 
pabean ke Tempat Penimbunan Berikat yang dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean 
dan faktur pajak atau dokumen pengganti faktur pajak sesuai ketentuan perundangan di 
bidang perpajakan.  

2. Saat pemasukan barang, Pengusaha PLB atau PDPLB membuat dokumen pemberitahuan 
dimaksud dan menyerahkannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB.  

3. Petugas  Bea  dan  Cukai  di  pintu  masuk  PLB mencocokkan  dokumen pemberitahuan 
dimaksud yang diterima dengan nomor peti kemas/kemasan dan identitas sarana 
pengangkut: 

a. Apabila sesuai kemudian membubuhkan cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan 
nama, tanda tangan, tanggal dan jam pemasukan pada dokumen pemberitahuan 
dimaksud. 

b. Apabila tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi  PLB melakukan tindakan 
pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani PLB atau 
unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.   

4. Petugas Bea dan Cukai di PLB yang mengawasi pemasukan barang melakukan pengawasan 
pembongkaran atau stripping dan penimbunan barang di Pusat Logistik Berikat.  

5. Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan sesuai: 

a. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan 
tentang pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembokaran atau stripping, 
dan hal-hal lain tentang pemasukan barang. 

b. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang menyerahkan dokumen 
pemberitahuan dimaksud kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pusat 
Logistik Berikat. 

c. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pusat Logistik Berikat menerima dokumen 
pemberitahuan dimaksud dari Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan 
barang. 

d. Berdasarkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diberi catatan pemasukan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pusat Logistik Berikat membubuhkan cap 
“SETUJU TIMBUN” pada dokumen pemberitahuan. 

e. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pusat Logistik Berikat menyerahkan copy 
dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Pengusaha Pusat Logistik Berikat atau 
PDKB untuk disimpan sebagai arsip. 

  

LAMPIRAN IX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG  
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6. Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan tidak sesuai, 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB melakukan tindakan pengamanan dan 
melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani PLB atau unit pengawasan 
untuk penyelesaian lebih lanjut.   

_______________________________________________________________________________ 

 

DIREKTUR JENDERAL, 

 -ttd 

         HERU PAMBUDI 

 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 
 
         -ttd- 

 

Indrajati Martini 
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TATA CARA PEMASUKAN BARANG  

DARI KAWASAN BEBAS KE PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
______________________________________________________________________________ 

 
Pemasukan barang ke PLB dari Kawasan Bebas yang dilakukan oleh Pengusaha di Kawasan 
Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dilakukan 
dengan tatacara sebagai berikut :  
 
1. Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan 

Kawasan Bebas menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari 
Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat kepada Kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi Kawasan Bebas. 

2. Pejabat Bea dan Cukai di Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas 
melakukan penelitian terhadap dokumen pemberitahuan tersebut butir 1 sesuai dengan 
ketentuan tentang Kawasan Bebas. 

3. Dalam hal dokumen pemberitahuan tersebut butir 1 telah mendapatkan persetujuan 
keluar dari Pejabat di Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas, barang 
dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke PLB dengan dilakukan penyegelan. 

4. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menyerahkan dokumen pemberitahuan 
pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pusat Logistik Berikat dengan dilampiri dokumen 
pelengkap pabean.  

5. Petugas  Bea  dan  Cukai  di  pintu masuk PLB mencocokkan  dokumen pemberitahuan 
dimaksud yang diterima dengan nomor petikemas/kemasan dan identitas sarana 
pengangkut, serta memastikan keutuhan segel.  

6. Apabila sesuai, Petugas  Bea  dan  Cukai  di  pintu  masuk  PLB kemudian membubuhkan 
cap “SELESAI MASUK” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam 
pemasukan pada dokumen pemberitahuan dimaksud. 

7. Apabila tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB melakukan tindakan 
pengamanan dan melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani PLB atau 
unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut. 

8. Petugas Bea dan Cukai di PLB yang mengawasi pemasukan barang melakukan 
pengawasan pembongkaran atau stripping dan penimbunan barang di Pusat Logistik 
Berikat. 

9. Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan sesuai: 

a. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang memberikan catatan 
tentang pemasukan barang yang meliputi hasil pengawasan pembokaran atau 
stripping, dan hal-hal lain tentang pemasukan barang dan menyerahkannya kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB. 

b. Berdasarkan dokumen pemberitahuan dimaksud yang telah diberi catatan 
pemasukan, Pejabat bea dan cukai  yang mengawasi PLB membubuhkan cap 
“SETUJU TIMBUN” pada dokumen. 

10. Dalam hal hasil pengawasan pembongkaran atau stripping menunjukan tidak sesuai, 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB melakukan tindakan pengamanan dan 
melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani PLB atau unit pengawasan 
untuk penyelesaian lebih lanjut. 

11. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB menyimpan berkas dokumen  

 

LAMPIRAN X 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG 
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 



  -110-  

 

 

pemberitahuan dimaksud sebagai arsip dan mengirim copy dokumen tersebut ke Kantor 
Pabean yang mengawasi Pusat Logistik Berikat dan selanjutnya Kantor Pabean yang 
mengawasi Pusat Logistik Berikat menyampaikan dokumen tersebut kepada Kantor 
Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas untuk rekonsiliasi. 

12. Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas tidak menerima copy 
dokumen pemberitahuan pabean yang telah diberikan persetujuan timbun dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang dikeluarkan dari Kawasan Bebas, Kantor Pabean 
yang mengawasi Kawasan Bebas meminta konfirmasi kepada Kantor Pabean yang 
mengawasi PLB. 

13. Apabila berdasarkan hasil konfirmasi tersebut butir (15) dapat diyakini bahwa barang 
dari Kawasan Bebas tidak masuk ke PLB, Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas 
melakukan penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang sesuai ketentuan 
perundangan.  

____________________________________________________________________________ 
 

DIREKTUR JENDERAL,  

 -ttd- 

 

HERU PAMBUDI 

 

 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 
 

          -ttd- 
 

 

Indrajati Martini 



  -111-  

 

 

 

 
 

TATA CARA PENGELUARAN BARANG 
ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN 

DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN 

_________________________________________________________________________________ 

 

Pengeluaran barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari PLB ke tempat lain dalam daerah 
pabean, dilakukan dengan tatacara sebagai berikut : 

1. Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB menyerahkan dokumen pemberitahuan 
pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan 
Berikat yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
mengawasi PLB dengan dilampiri dokumen pelengkap pabean.   

2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB menerima dan memberi nomor pendaftaran, 
tanggal dan stempel jabatan pada dokumen pemberitahuan dimaksud butir 1.  

3. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi PLB melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan 
manajemen risiko.  

4. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi PLB setelah selesai melakukan pengawasan stuffing 
selanjutnya menyerahkan kembali dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang 
asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat kepada Pejabat Bea 
dan Cukai yang mengawasi PLB. 

5. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB meneliti hasil tersebut butir 3. Apabila sesuai, 
Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB memberikan persetujuan keluar pada dokumen 
pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari 
Tempat Penimbunan Berikat, kemudian menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud 
kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, untuk pengeluaran barang.  

6. Petugas Bea dan Cukai di pintu PLB mencocokkan petikemas/kemasan atau sarana 
pengangkut sesuai dengan dokumen pemberitahuan. Selanjutnya membubuhkan cap 
“SELESAI KELUAR” dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran 
pada dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah 
pabean dari Tempat Penimbunan Berikat. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DIREKTUR JENDERAL,  

 -ttd- 

 

HERU PAMBUDI 
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TATA CARA PENGELUARAN BARANG  

DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT KE KAWASAN BEBAS 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Pengeluaran barang dari PLB ke Kawasan Bebas dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:  

 
1. Pengusaha di Kawasan Bebas membuat dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB 

dan menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Pejabat Bea dan Cukai di 
Kantor Pabean yang mengawasi PLB mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal yang 
mengatur mengenai pemberitahuan impor barang dari PLB.   

2. Pemberitahuan impor barang dari PLB dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) 
ditembuskan ke Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas. 

3. Terhadap pengeluaran barang dari Pusat Logistik Berikat ke Kawasan Bebas dilakukan 
pelekatan tanda pengaman. 

4. Dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas, Pengusaha di Kawasan Bebas 
membuat dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Tempat Penimbunan 
Berikat ke Kawasan Bebas dan menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud kepada 
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas dengan dilampiri 
dokumen pemberitahuan impor barang dari PLB dimaksud butir 1 dan Surat Persetujuan 
Pengeluaran Barang (SPPB).  

5. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas menyerahkan 
berkas dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Tempat Penimbunan 
Berikat ke Kawasan Bebas kepada Pengusaha di Kawasan Bebas sebagai arsip dan 
menyampaikan copy dokumen pemberitahuan pabean pemasukan barang dari Tempat 
Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, copy dokumen pemberitahuan impor barang dari 
Tempat Penimbunan Berikat dan copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang 
telah diberikan persetujuan masuk kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang 
mengawasi PLB dan kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Pejabat Bea dan 
Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB.  

6. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Kantor Pabean yang mengawasi PLB menyampaikan 
dokumen dimaksud butir 5 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi PLB untuk 
rekonsiliasi.  

7. Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas dapat membuktikan barang 

tidak masuk ke Kawasan Bebas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak barang 

dikeluarkan dari PLB, Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas melakukan 

penagihan Bea Masuk dan PDRI yang terutang sesuai ketentuan perundangan.   

______________________________________________________________________________ 

 

DIREKTUR JENDERAL,  

 -ttd- 

 

HERU PAMBUDI 
 

  

LAMPIRAN XII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
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BERITA ACARA PENCACAHAN (STOCK OPNAME) 
____________________________________________________________________________________ 

 
KOP SURAT  

-------------------------------------------------------------------------- 
BERITA ACARA PENCACAHAN 

NOMOR: ……………………….. 
 
Pada hari ini ......... tanggal ....... ( ........ ) bulan ........ tahun ........ kami yang bertandatangan di 
bawah ini sesuai dengan surat tugas dari Kepala Kantor ............ No. .... tanggal ..... serta sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat 
dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ……… tentang Tatalaksana Pusat 
Logistik Berikat,  kami; 
 
1. Nama/NIP  : ………..............................................................................  

Pangkat   : ……….............................................................................. 
Jabatan   : ……….............................................................................. 
 

2. Nama/NIP  : ……….............................................................................. 
Pangkat   : ……….............................................................................. 
Jabatan   : ……….............................................................................. 

 
telah menyaksikan pencacahan atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di Pusat Logistik 
Berikat : 
 
1.  Nama Perusahaan  : 
2.  Alamat Perusahaan  : 
3.  Nama Pemilik/Penanggung jawab  : 
4.  Alamat Pemilik/Penanggung jawab  : 
5.  NPWP Perusahaan  : 
6.  Lokasi Pusat Logistik Berikat  : 

- Alamat  : 
- Desa/Kelurahan   : 
- Kecamatan   : 
- Kabupaten/Kotamadya   : 
- Propinsi   : 

 
Pencacahan dilakukan oleh pihak perusahaan/pihak ketiga yang independen *): 
 

1. Nama: ……………………………………………………………  
Jabatan : ………………………………………………………… 
 

2. Nama: ……………………………………………………………  
Jabatan : ………………………………………………………… 

 
3. Nama: ……………………………………………………………  

Jabatan : ………………………………………………………… 
 

 Tanggung jawab Petugas Bea dan Cukai adalah memastikan bahwa benar telah dilakukan 
pencacahan, sedangkan tanggung jawab Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha 
Logistik Berikat, atau PDPLB adalah bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran jumlah dan 
jenis barang yang dicacah. 

 
 
 
 

LAMPIRAN XIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG  
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama. 
 

.............. , ............... 
 
Yang melakukan pencacahan,  
 
 
 
--------------------- 
 
 
--------------------- 
 
 
--------------------- 

 
Yang menyaksikan, 
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai 
 
 
 
--------------------- 
 
 
--------------------- 
 
 
--------------------- 

Mengetahui 
Pimpinan Perusahaan/yang dikuasakan …. 
 
 
 
-------------------- 

 

 
*) Coret yang tidak perlu 
_____________________________________________________________________________ 
 

DIREKTUR JENDERAL,  

 -ttd- 

 

HERU PAMBUDI 
 
 

  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 
 
        -ttd- 

 

Indrajati Martini 
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SURAT PEMBEKUAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI  

PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA PUSAT LOGISTIK 
BERIKAT/PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN 

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA PUSAT LOGISTIK BERIKAT/ IZIN PDPLB 
_____________________________________________________________________________________ 
 

KOP SURAT 
__________________________________ 

 
Nomor  :  S - ..........                      
Hal   :  Pembekuan Izin Fasilitas Pusat Logistik Berikat   
     a.n. PT …………….. 
 

Yth. Pimpinan PT ................... 
......................................... 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ............ PMK Nomor 
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 
berikut : 
 
1. Bahwa Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan izin Pusat Logistik 

Berikat Saudara, yaitu : 
a. ................ 
b. ................ 
c. ................. 

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat Pusat Logistik Berikat Saudara telah 
memenuhi kriteria pembekuan izin Pusat Logistik Berikat sesuai ketentuan di atas maka 
terhitung tanggal ................. izin Pusat Logistik Berikat Saudara dibekukan. 

3. Dengan pembekuan ini, maka Saudara tidak diperbolehkan untuk memasukan barang ke 
Pusat Logistik Berikat sampai dengan izin Saudara diberlakukan kembali. 

4. .................... 

Demikian disampaikan agar menjadi maklum. 
a.n.  Menteri Keuangan 

Kepala Kantor Pabean, 
 
 
 
........................ 
NIP ................ 

Tembusan : 
1. Direktur Jenderal; 
2. Direktur Fasilitas Kepabeanan;  
3. Kepala Kantor Wilayah. 
_____________________________________________________________________________________ 

DIREKTUR JENDERAL,  

 -ttd- 

HERU PAMBUDI 
  

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER- 01/BC/2016 TENTANG  
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
 U.b. 

Kepala Bagian Umum, 

         -ttd- 

Indrajati Martini 



  -116-  

 

 

 
 
 

KEPUTUSAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PENETAPAN TEMPAT  
SEBAGAI PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN IZIN PENYELENGGARA  

PUSAT LOGISTIK BERIKAT, PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI  
PUSAT LOGISTIK BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENGUSAHA  

PUSAT LOGISTIK BERIKAT, ATAU IZIN PDPLB 

______________________________________________________________________________ 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR :  ….  
 

TENTANG 
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR ….. TENTANG ……………. 

 
MENTERI KEUANGAN, 

 
Menimbang  : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat ………….. Nomor 

………… Tanggal ……….., diperoleh kesimpulan bahwa pencabutan 
Penetapan sebagai Pusat Logistik Berikat dan pemberian izin Penyelenggara 
Pusat Logistik Berikat / Penetapan sebagai Pusat Logistik Berikat dan 
pemberian izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekaligus izin Pengusaha 
Pusat Logistik Berikat / PDKB *) atas nama PT ……….. telah memenuhi 
ketentuan untuk ditetapkan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pencabutan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ……… Tentang ………..; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 4661); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan 
Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat 
Logistik Berikat; 

 
Memperhatikan:  1. Surat Kantor Pabean ……….. Nomor ……….. tanggal ……….. hal ………... 
 2. ………... 
    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR …….. TENTANG ………. 

PERTAMA  : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ………. Tentang ………………. 
  

LAMPIRAN XV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR  PER-01/BC/2016 TENTANG  
TATALAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT 
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KEDUA  : Pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat Dan Izin 
Penyelenggara Pusat Logistik Berikat / Penetapan Tempat Sebagai Pusat Logistik 
Berikat Dan Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sekaligus izin Pengusaha 
Pusat Logistik Berikat/PDKB *) PT ……..ini tidak menghilangkan kewajiban PT 
……… membayar seluruh hutang/kewajiban PT ……….  kepada negara, apabila 
ada; 

 
KETIGA  : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor ……….. untuk: 

1. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Pasal …… Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 272/PMK.04/2015  Tentang Pusat Logistik Berikat;  

2. Menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan kewajiban-kewajiban 
lainnya yang timbul dari pencabutan Penetapan Tempat Sebagai Pusat 
Logistik Berikat Dan Izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat/Penetapan 
Tempat Sebagai Pusat Logistik Berikat Dan Izin Penyelenggara Pusat Logistik 
Berikat sekaligus izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat/PDKB*) atas nama PT 
…… sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 
tentang Pusat Logistik Berikat;  

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, kepada 
Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan;  
2. Direktur Jenderal Pajak; 
3. Kepala Kantor Wilayah …………; 
4. Kepala KPPBC ………..; 
5. Pimpinan PT …………. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  

 
a.n. MENTERI KEUANGAN 

DIREKTUR JENDERAL 
u.b. 
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN 

 
 
 

…………………………… 
NIP ……………………… 

 
*) pilih sesuai izin yang dicabut 
_____________________________________________________________________________________ 
 

DIREKTUR JENDERAL,  

 -ttd- 

 

HERU PAMBUDI 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 U.b. 
Kepala Bagian Umum, 
 

        -ttd- 
 

Indrajati Martini 


